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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu

Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:



A.

KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI POLITIK PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA NOMOR REGISTER PERKARA 08-08-
27/PHPU.DPR-DPRD/XVI1/2019

1.1

Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekayar dan

Kepulauan Permohonan Partai Keadilan Sejahtra Pada Pemilihan

DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil Selayar V

3.141.

y e

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah
melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten
Kepulauan Selayar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar pada
tanggal 30 April 2019 bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati
Kepulauan Selayar. Berdasrkan hasil pengawasan Bawaslu
Kabupaten Kepulauan Selayar saat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota
DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tingkat Kabupaten
Kepulauan Selayar terdapat perbaikan/perubahan pada Model
DA1 dan DAA1 pada Data Pemilih. Perbaikan tersebut disetujui
dan disepakati bersama KPU Kabupaten Kepulauan Selayar,
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, serta Saksi Partai
Politik. (Bukti PK.27.1-1)

. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi PKS (Partai
Keadilan Sejahtera) tentang permintaan Pemungutan Suara
Ulang (PSU) di TPS 2 dan TPS 4 keberatan tersebut di
karenakan adanya pemilih yang menggunakan hak suarannya
lebih dari satu kali di Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu dan
saksi partai PKS tidak bersedia menandatangani formulir DB1
(Bukti PK.27.1-2)

Bahwa Dugaan Pelanggaran administratif yang ditemukan oleh
Pengawas Pemilu Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu pada

saat pemungutan suara di TPS 004 Desa Polassi Kecamatan
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Bontosikuyu ditemukan Pemilihan. Sudarja menggunakan hak
pilihnya dua kali yaitu di TPS 002 dan TPS 004 Desa Polassi
Kecamatan Bontosikuyu dengan membawa formulir undangan
memilih C6. Pemilih an. Sudarja awalnya memilih di TPS 002
dengan membawa formulir undangan memilih an. Sudarja,
kemudian memilih kedua kalinya di TPS 004 dengan membawa
undangan memilih C6. an Darja (Bukti PK. 27.1-3).

. Bahwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang

ditemukan oleh pengawas Pemilu Desa Polassi diselesaikan
dengan penanganan pelanggaran administrasi dengan acara
cepat oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan
putusan menyatakan terlapor Andi Cawang Anggota KPPS
keempat TPS 004 Desa Polassi Kec. Bontosikuyu terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran
administratif dan memberikan teguran tertulis kepada terlapor.
(Bukti PK.27.1-4)

. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu telah melakukan

Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Selayar tingkat Kecamatan Bontosikuyu pada tanggal 24 April
bertempat di Kantor Camat Bontosikuyu. Hasil Pengawasan
Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu yaitu tidak ada terjadi
perbaikan/perubahan perolehan suara Partai Keadilan
Sejahtera pada Salinan C1-DPRD Kabupaten/Kota khususnya
di Desa Polassi melainkan adanya keberatan dari Saksi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) berupa adanya informasi Pemilih
yang melakukan Pencoblosan 2 (dua) kali yakni di TPS 2 dan
TPS 4 Desa Polassi agar Rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak
dilanjutkan dengan alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
telah mengajukan permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, namum
Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu menjelaskan bahwa
sebelum ada Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu

Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dilakukan Pemungutan



1.1.6.

1:4.F

Suara Ulang (PSU) maka Rekapitulasi tingkat Kecamatan tetap
dilanjutkan. Keberatan tersebut telah tertuang dalam Model
DA2-KPU (Bukti PK.27.1-5).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Rekapitulasi
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota hasil
perolehan suara Calon dan Suara Partai Keadilan Sejahtera di
Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu berdasarkan Salinan C1
lembar 2 halaman 2 yang diterima Pengawas Pemiliu di TPS
1berjumlah 0 (nol), TPS 2 berjumlah 5 (lima), TPS 3 berjumlah 0
(nol), dan TPS 4 berjumlah 0 (nol) Jumlah keseluruhan
perolehan suara PKS di Desa Polassi berjumlah 5 (lima) dan
telah tertuang dalam Model DAA1-KABUPATEN/KOTA) (Bukti
PK.27.1-6)

Bahwa sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar,
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menerima surat
Permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 dan TPS
4 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu yang diajukan bersama
oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan dan DPC Partai
Perindo pada tanggal 24 April 2019, Permintaan Bersama oleh
DPD Partai Amanat Nasional, DPD Partai Keadilan Sejahtera,
DPC Partai Gerindra, dan DPC Partai PDI-P pada tanggal 24
April 2019, Permintaan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) pada tanggal 24 April 2019, serta Permintaan oleh DPD
Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada tanggal 26 April
2019 (Bukti PK.27.1-7).

. Bahwa Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar memberikan jawaban

atas surat permohonan Bersama gabungan Partai Politik
Kabupaten Kepulauan Selayar. Bawaslu Kepulauan selayar
pada intinya menyampaikan bahwa kasus di TPS 4 dan TPS 2
Desa Polassi Kec. Bontosikuyu tidak memenuhi ketentuan pasal
372 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan

tidak direkomendasikan dilakukan PSU. Bahwa Bawaslu
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Kabupaten Kepulauan Selayar berdasrkan hasil kajian

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Melanggar Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 516 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,
Tidak memenuhi syarat pemungutan suara ulang di TPS 004
Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Karena tidak memenuhi
ketentuan Pasal 372 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum. (Bukti PK.27.1-8)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah

menemukan dugaan pelanggaran pemilih yang Coblos 2 (dua)

Kali yang terjadi di TPS 2 dan TPS 4 Desa Polassi Kecamatan

Bontosikuyu telah tertuang dalam Formulir Temuan (Form

B2).Bahwa Dugaan Tindak Pidana Pemilu ditemukan oleh

ABDUL KADIR, ST (Anggota Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar)

pada tanggal 17 April 2019. Atas ditemukannya dugaan

pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar
melakukan investigasi dan telah diregister kedalam Formulir

Temuan (Form B.2)dengan Nomor :004/TM/PL/Bawaslu Kep.

Selayar/27.22/IV/2019 pada tanggal 22 April 2019.dengan

materi temuan adalah dugaan pelanggaran tindak pidana

pemilu yang dimana telah diduga salah seorang yang terdaftar
namanya dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) melakukan
pemilihan lebih dari satu kali di TPS 2 dan TPS 4 Desa Polassi

Kecamatan Bontosikuyu. (Bukti PK.27.1-9).

1.1.10.Bahwa Dugaan pelanggaran tersebut telah diteruskan ke

Sentra Gakkumdu dan telah dilakukan Pembahasan Pertama
dengan hasil ditingkatkan ke proses penanganan pelanggaran
pengawas pemilu dan penyidikan. Setelah dilakukan
penyelidikan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah
meneruskan ke Kepolisian untuk dilakukan penyidikan
berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggarandan Berita Acara
Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu. Dugaan pelanggaran

yang dilakukan oleh Sdr. Sudarja telah sampai pada tahap



persidangan pada Pengadilan Negeri Benteng Utara (Bukti
PK.27.1-10);

1.1.11.Bahwa atas nama Sudarja terdaftar dalam DPT di TPS 2 Desa

Polassi dengan NIK 730105220587009 NKK
7301052805130021 Nomor Urut DPT Pemilu Terakhir 238,
serta melakukan pemilihan di TPS 4 Desa Polassi dengan
menggunakan C6 atas nama Darja dengan NIK
7301050701845002 NKK 7301052211135296 dalam Nomor
Urut DPT Terakhir 195 yang diterima dari KPPS (Bukti
PK.27.1-11).

1.1.12.Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah

menyampaikan surat ke Disdukcapil Kepulauan Selayar untuk
mencari data NIK dan KK atas nama Sudarja dan Darja
terdaftar dalam Database Kependudukan Disdukcapil
Kabupaten Kepulauan Selayar telah menindaklanjuti surat
tersebut dengan Nomor : 470/202/V/2019/DISDUKCAPIL
tanggal 21 Mei 2019 Perihal Data Kependudukan, menyatakan
bahwa Data kependudukan an. SUDARJA NIK
7301052205870099, KK : 7301052805130021 dinyatakan ada
dalam Database Kependudukan, Data Kependudukan an.
DARJA NIK : 7301050701845002, KK : 7301052211135296
dinyatakan tidak ditemukan/tidak terdata dalam Database
Kependudukan (Bukti PK.27.1-12).

2. KETERANGAN TERTULIS PARTAI HATI NURANI RAKYAT NOMOR

REGISTER

PERKARA 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

(KETRANGAN HASIL REKAPITULASI PROVINSI)

2.7

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi
Selatan pada kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan dan
Penghitungan Suara tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tidak
ditemukan dugaan pelanggaran (temuan/laporan) berkaitan
dengan perolehan suara Partai Hanura (Bukti PK 27.00-13); (PK
27.00-14)



2.2. Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten

Bantaeng Terkait Pokok Permohonan Partai Hati Nurani Rakyat
(Hanura) Pada Pemilihan DPRD Kabupaten
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2.2.2
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Bahwa dalam upaya pencegahan dan memaksimalkan
pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bantaeng mengeluarkan
surat inturuksi pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan se
Kabupaten Bantaeng Nomor: 136/K.BAWASLU.SN-
01/PM.00.02/1V/2019 Tanggal 15 April 2019 perihal Intruksi
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan
Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan. (Bukti
PK.27.3-15)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada hari Rabu, tanggal
17 April 2019 melakukan pengawasan langusng pemungutan
dan penghitungan suara Pemilihan Umum tahun 2019 di TPS,
sekaligus melakukan supervisi ke Panwaslu Kecamatan se
Kabupaten Bantaeng. (Bukti PK.27.3-16)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada tanggal 2 Mei 2019
melakukan pengawasan langsung terhadap Rapat Pleno
Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan perolehan suara Pemilu
2019 tingkat Kabupaten Bantaeng di Aula Husni Kamil Manik
Kantor KPU Kab. Banteang (Bukti PK.27.3-17)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Bantaeng pada penetapan rekapitulasi perolehan suara Pemilu
2019 tingkat Kabupaten Bantaeng, perolehan suara Partai
Politik pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bantaeng daerah pemilihan Il (Kecamatan
Gantarangkeke dan Kecamatan Tompobulu) adalah sebagai

berikut :

TOTAL
NO PARTAI POLITIK
PEROLEHAN
PKB 2337
2. | GERINDRA 3276




2.2.5
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3. | PDIP 175
4. | GOLKAR 2413
5. | NASDEM 1240
6. | GARUDA 79
7. | BERKARYA 1429
8. | PKS 4233
9. | PERINDO 192
10. | PPP 2518
11. | PSI 24
12. | PAN 2832
13. | HANURA 2269
14. | DEMOKRAT 1843
15. | PBB 14
16. | PKPI 0
TOTAL JUMLAH 24874

Perolehan tersebut ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bantaeng
dan disepakati oleh semua saksi peserta pemilu yang
hadir.(Bukti PK.27.23-18)

Bahwa pada saat rekapitulasi Penghitungan suara di KPU
Kabupaten Bantaeng tanggal 2 Mei 2019, saksi Partai Hanura
yang bernama Fahri SR tidak mengajukan keberatan dan
menandatangani Berita Acara Rapat Pleno.(Vide Bukti
PK.27.3-18)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan
Tompobulu pada penetapan rekapitulasi perolehan suara
Pemilu 2019 tingkat Tingkat Kecamatan Tompobulu di Aula
Kantor Kecamatan Tompobulu tanggal 24 April 2019, perolehan
suara Partai Politik pemilihan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng, daerah pemilihan

Kecamatan Tompobulu adalah sebagai berikut :

‘No

Partai Politik | Tolal Perolehan Suara




1 PKB 1807

2 GERINDRA | 1962

3 PDIP il 4

4 GOLKAR 2021

5 NASDEM 406

6 GARUDA 38

4 BERKARYA | 1091

8 PKS 2325

9 PERINDO 123

10 | PPP 7
11 | PSI 10
12 | PAN 1763

13 | HANURA 1564

14 | DEMOKRAT | 1353

15 | PBB 6
16 | PKPI 0
Total Jumlah 15303

Perolehan tersebut ditetapkan oleh PPK Kecamatan Tompobulu dan

disepakati oleh semua saksi peserta Pemilu yang hadir.(Bukti PK.27.3-19)

2.2.7 Bahwa pada saat rekapitulasi Penghitungan suara tiap TPS untuk
dicatatkan ke DAA1 di tingkat PPK Kecamatan Tompobulu tanggal 22

April 2019, saksi dari Partai Hanura atas nama Sudirman tidak



2.2.8
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2.2.10

2.2.17

mengajukan keberatan dan menandatangani sertifikat dan Berita
Acara Pleno hasil rekapitulasi penghitungan suara.(Bukti PK.27.3-20)
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng,
penghitungan suara ditingkat TPS yang dilaksanakan oleh KPU
Kabupaten Bantaeng beserta Jajaran, dilaksanakan sesuai dengan
tatacara, prosedur, atau mekanisme tahapan penyelenggaraan Pemilu
berdasarkan Pertauran Perundang-undagan.(Vide Bukti PK.27.3-17)

Bahwa Panwaslu Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, telah
melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tompobulu
Kabupaten Bantaeng pada tanggal 20 April 2019 s.d 24 April 2019 di
Aula Kantor Camat Tompobulu, dalam rapat pleno terbuka tersebut
ditemukan perbedaan antara Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi
Perserta Pemilu dan/atau Panwaslu Kecamatan Tompobulu dengan
C1 Berhologram yang dibacaran oleh PPK dikarenakan kesalahan
penulisan oleh KPPS pada Salinan C1, sehingga atas dasar koreksi
saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan Tompobulu, Panwaslu
Kecamatan Tompobulu merekomendasikan secara lisan untuk
dilakukan pencocokan dengan mengacu kepada C1 plano/foto C1
Plano, dan dilakukan perbaikan atas kesalahan penulisan pada
Salinan C1 tersebut.(Vide Bukti PK.27.3-19)

Bahwa kesalahan penulisan KPPS pada Salinan C1 yang
mengakibatkan selisih antara hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat
Desa/Kelurahan yang dituangkan kedalam formulir DAA1 dengan
rekapitulasi milik pemohon telah dilakukan pencocokan dan perbaikan
pada saat Repat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu
2019 tingkat Kecamatan Tompobulu. (Vide Bukti PK.27.3-19)

Bahwa selisih yang diakibatkan kesalahan penulisan yang dimaksud
pemohon dan telah dilakukan pencocokan dan perbaikan pada salinan
C1 pemiluhan DPRD Kabupaten Bantaeng sebagaimana berikut:

1. Desa Balumbung

Pencocokan dan Dilakukan
Partai | TPS Suara

partai/suara Perbaikan Penulisan

10



calon C1
Salinan C1 C1yang | Plano/
Panwaslu/ | dibacakan | Foto C1
Saksi PPK Plano/
DAA1
Suara partai 3 5 s
Nomor urut 1 0 3 3
Hanura 2 Nomor urut 2 3 0 0
Nomor urut 5 0 1 1
Nomor urut 6 0 1 1
Golkar 2 Suara Partai 12 42 42
Suara Partai 12 8 8
Demokrat 8
Nomor urut 6 6 2 2

(Vide Bukti PK.27.3-19)

2. Desa Pattaneteang

Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan

Penulisan
Suara
Partai | TPS | partai/suara Sa(l;r:an 1 yang | |
ano/ Foto
calon dibacakan
Panwasl Plano/ DAA1
PPK
u/ Saksi
Suara
1 40 50 50
Partai
PAN
Suara
3 55 53 53
Partai

11




Nomor urut
4 ] 2 12 12
PPP
Nomor urut
0 1 1
6
Suara
Golkar 6 4 3 3
Partai

(Vide Bukti PK.27.3-19)

3. Desa Bonto Tappalang

Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan

Penulisan
Suara
; . Salinan
Partai | TPS | partai/suara 4 C1yang .
ano/ Foto
calon dibacakan
Panwaslu/ C1 Plano/ DAA1
: PPK
Saksi
5 Suara Partai 50 49 49
Gerind
Nomor Urut
b i 5 4 4

(Vide Bukti PK.27.3-19)

4. Desa Labbo

Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan

Penulisan
- Suara
Partai 4 partai/suara | Salinan 61 yana
C1 (C1 Plano/ Foto C1
calon dibacakan
Panwaslu/ Plano/ DAA1
PPK
Saksi
Berkarya 1 Suara 2 4 4

12




Partai

PKS

Suara
Partai

28

29 29

Genindra

Suara
Partai

13 13

Hanura

Suara
Partai

13

15 15

Nomor Urut
1

Golkar

Nomor Urut
3

Nomor Urut
4

(Vide Bukti PK.27.3-19)

5. Kelurahan Lembang Gantarangkeke

Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan

Penulisan
5 Suara
Partai . partai/suar Salinan G1yang
C1 C1 Plano/ Foto
a calon dibacaka
Panwaslu C1 Plano/ DAA1
n PPK
| Saksi
1 Suara
PKS ) 34 33 33
Partai
2 Suara
Nasdem _ 6 7 T
Partai
2 Suara
PKB 4 5 5
Partai

13




4 Nomor Urut
Berkarya 0 1 1
4
4 Nomor Urut
Nasdem 0 3 3
5
5 Nomor Urut
Hanura 5 6 16 16

(Vide Bukti PK.27.3-19)

6. Kelurahan Campaga

Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan

Penulisan
Suara
Partai | TPS | partai/suara | Salinan C1 yano
C1 C1 Plano/ Foto
calon dibacak
Panwasl C1 Plano/ DAA1
| anPPK
u/ Saksi
PDIP 2 Nomor Urut 1 1 0 0

(Vide Bukti PK.27.3-19)

7. Kelurahan Ereng-Ereng

Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan
Penulisan
Suara
Partai | TPS | partai/suar | Salinan C1 yang
C1 C1 Plano/ Foto
a calon dibacaka
Panwaslu C1 Plano/ DAA1
n PPK
| Saksi
Nomor Urut
0 1 1
Hanur 2
3
4 Nomor Urut
5 1 0 0

14




(Vide Bukti PK.27.3-19)

8. Desa Bonto-Bontoa

Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan
Penulisan
Suara
; : Salinan
Partai TPS | partai/suara i C1 yang .
ano/ Foto
calon dibacakan
Panwaslu/ Plano/ DAA1
_ PPK
Saksi
1 Nomor Urut
PKS 0 5 5
3
Berkar 1 Nomor Urut
6 16 16
ya 4
Nomor Urut
13 3 3
Hanur 2
2
d Nomor Urut
3 3 0 0

(Vide Bukti PK.27.3-19)

2.2.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan
Tompobulu, KKPS melalui PPS dibantu oleh PPK melakukan
perbaikan penulisan pada Salinan C1 milik Panwaslu dan milik saksi
peserta Pemilu yang hadir dan dilengkapi mandat..(Vide Bukti
PK.27.3-19)

2.2.13 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng telah menerima Laporan
Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Sdr.
Andi Harun Rani pada tanggal 29 april 2019 perihal adanya
ketidaksesuaian salinan model c¢c1 yang diterima oleh saksi partai.
Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Bantaeng, laporan
tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan
nomor 001/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019, kemudian ditandaklanjuti

dengan melakukan proses sidang penyelesaian pelanggaran

15



2.2.14

2295

administrasi dengan acara cepat. Bahwa berdasarkan hasil
pemeriksaan dalam sidang adminsitrasi tersebut, laporan dugaan
pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut telah diputuskan oleh
Bawaslu Kabupaten Bantaeng dengan amar putusan.

Bantaeng Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk
melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau
mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan
Perundang-Undangan untuk melakukan pencocokan data perolehan
suara sebagaimana dimaksud oleh pelapor dengan cara formulir
model DA.1 disandingkan dengan formulir model DAA.1 dan dapat
dilakukan penelusuran sampai dengan pencocokan dokumentasi foto
C1 Plano pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat
Kabupaten. Pencocokan data yang dimaksud pada angka 2 berlaku
khusus untuk bukti Salinan C1 yang diajukan oleh pelapor.(Bukti
PK.27.7-21)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada pengawasan Rapat Pleno
Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten
Bantaeng, merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bantaeng
untuk menunda pembacaan hasil rekapitulasi untuk Pemilihan DPRD
Kabupaten Bantaeng daerah Pemilihan Kecamatan Tompobulu
sampai dengan keluarnya putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng atas
Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh
Sdr. Andi harun Rani pada tanggal 29 april 2019 perihal adanya
ketidaksesuaian salinan model c¢1 yang diterima oleh saksi
partai.(Bukti PK.27.3-22)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada pengawasan Rapat Pleno
Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten
Bantaeng, memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi
Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Andi Harun Rani pada tanggal 29 april
2019 perihal adanya ketidaksesuaian salinan model c1 yang diterima
oleh saksi partai, ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bantaeng
dengan melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara,
prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan

ketentuan Perundang-Undangan dan melakukan pencocokan data
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2.2.18

perolehan suara sebagaimana dimaksud oleh pelapor dalam bukti
Salinan C1 milik pelapor dengan cara formulir model DA.1
disandingkan dengan formulir model DAA.1, serta melakukan
penelusuran sampai dengan pencocokan dokumentasi foto C1 Plano
pada tahapan rekapitulasi penghitungan  suara tingkat
Kabupaten.(Vide Bukti PK.27.3-17)

Bahwa pada pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi
Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng, Saksi
partai hanura menyatakan Walk Out dikarenakan tidak menerima
tindak lanjut KPU Kabupaten Bantaeng atas Putusan Bawaslu
Kabupaten Bantaeng.(Vide Bukti PK.27.3-17)

Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng atas Laporan Dugaan
Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Andi Harun Rani
pada tanggal 29 aprii 2019 dengan nomor diregistrasi:
001/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019, oleh pihak pelapor tidak
menerima putusan tersebut dan mengajukan permintaan koreksi atas
putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng ke Bawaslu RI, dan Koreksi
Putusan Bawaslu Rl atas putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng yang
diterima dan deregister dengan nomor:
10/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 pada tanggal 6 Mei 2019 yang
dalam amar putusannya menyatakan menolak permintaan koreksi
pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng.
(Bukti PK.27.3-23)

Bahwa dalam pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara
Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng pada tanggal 29 April 2019
sampai 2 Mei 2019 di Aula Husni Kamil Manik, ditemukan beberapa
data tidak sinkron pada daftar pemilih yang dikarenakan kesalahan
penulisan, sehingga atas koreksi Bawaslu dan Saksi peserta Pemilu,
Bawaslu Kabupaten Bantaeng merekomendasikan secara lisan
kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk melakukan pencocokan dan
perbaikan atas ketidak sinkronan tersebut, dan melakukan perbaikan
pencatatan pada Salinan DAA1 milik Bawaslu dan milik saksi peserta
Pemilu yang hadir dan dilengkapi mandat. (Vide Bukti PK.27.3-17)
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Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi Penghitungan Suara tiap
desa di tingkat PPK Kecamatan Tompobulu tanggal 23 April 2019
yang hasilnya dituangkan ke dalam Formulir DA1 Plano, saksi dari
Partai Hanura yang bernama Hasir Majid mengajukan keberatan
karena tidak diberikan salinan hasil rekapitulasi tiap TPS (salinan
DAA1) sebagai data pembanding, dan pihak PPK sudah menjelaskan
bahwa atas kesepakatan semua saksi pada awal rapat pleno bahwa
salinan formulir DAA1 akan diberikan setelah rapat pleno rekapitulasi
Penghitungan suara tiap desa selesai dan yang dijadikan data
pembanding adalah form DAA1 Plano yang masih tertempel di dinding
ruangan di depan semua peserta rapat pleno, akan tetapi saksi Partai
Hanura tersebut tetap keberatan dan melalukan aksi Walk Out, dan
mengisi formulir keberatan DA2. (Vide Bukti PK.27.3-17)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantang pada tanggal 29 April 2019
menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dari Sdr. Andi
Harun Rani pada perihal dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh
PPS kecamatan Tompobulu karena tidak mengumumkan hasil
penghitungan suara dari semua TPS diwilayahnya. Berdasarkan kajian
awal Bawaslu Kabupaten Bantaeng, laporan tersebut memenuhi
syarat formil dan materii dan diregistrasi dengan nomor
001/LP/PL/SG/Kab/27.23/1\V/2019. Kemudian ditindaklanjuti dengan
melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi, dan terlapor,
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, klarifikasi, kajian, dan
Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bantaeng, maka laporan tersebut
tidak ditindaklanjuti (dihentikan) karena tidak terpenuhi unsur
pelanggaran tindak pidana pemilu. (Bukti PK.27.3-24)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Panwaslu Kecamatan
Tompobulu tidak menerima informasi awal, laporan dan/atau temuan
tentang adanya Salinan C1 yang diumumkan dan/atau ditempel
dibawa ke kantor Kecamatan untuk dilakukan review yang berisi
kegiatan perbaikan-perbaikan atas kesalahan penulisan dan
penjumlahan suara.(Bukti PK.27.3-25)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Panwaslu Kecamatan

Tompobulu tidak menerima informasi awal, laporan dan/atau temuan
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2.3.

tentang adanya proses perbaikan-perbaikan atas kesalahan penulisan
dan penjumlahan suara yang dilakukan sehari sebelum perekapan
kecamatan dilaksanakan.(Vide Bukti PK.27.3-25)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Panwaslu Kecamatan
Tompobulu tidak menerima informasi awal, laporan dan/atau temuan
tentang adanya dugaan pembukaan kotak suara dalam rangka
pencocokan antara Salinan C1 dengan C1 Plano yang terdapat
didalam kotak(Vide Bukti PK.27.3-25)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Panwaslu Kecamatan
Tompobulu tidak menerima informasi awal, laporan dan/atau temuan
tentang adanya proses perbaikan Salinan C1 yang dilakukan oleh PPS
dan PPK diluar forum rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat
Kecamatan. (Vide Bukti PK.27.3-25)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan
Tompobulu, pada saat proses rekapitulasi perolehan suara pemilu
2019 tingkat Kecamatan, hari Senin tanggal 21 April 2019, pukul 21.00
Wita terjadi pada lampu, dan oleh PPK menghentikan sementara dan
menunda proses rekapitulasi sampai setelah lampu menyala. lampu
padam sekitar 5 menit, dan setelah lampu menyala, proses rekapitulasi
dilanjutkan kembali.(Vide Bukti PK.27.3-19)

Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten
Enrekang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) A.N Ir. Mule Pada
Pemilihan DPRD Kabupaten
2.3.1 Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohonan atas nama Ir
Mule Calon Anggota Legislatati DAPIL [Il DPRD Kabupaten
Enrekang pada halaman 9(Sembilan) hingga halaman 27 (dua
puluh tujuh) yang pada intinya menyebutkan bahwa telah terjadi
dugaan pelanggaran pemilu di TPS 12 Kelurahan Kambiolangi
Kecamatan Alla, TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan
Alla, TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle,
TPS 01 Desa Batu Ke’de Kecamatan Masalle
2.3.2Bahwa TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla bahwa

pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
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Kecamatan Alla sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan
Pemilu Panitia Pengawas Kecamatan Alla Nomor:
178/LHP/PM.00.02/1V/2019 tanggal 28 April 2019 terdapat
ketidaksesuaian antara C1 Hologram dan Salinan C1
Pengawas Pemilu, dimana perolehan suara caleg Partai Hati
Nurani Rakyat (HANURA) sesuai C1 Hologram adalah atas
nama Jasman nomor urut 5, sementara C1 Pengawas Pemilu
yang diterima dari KPPS TPS 12 Kelurahan Kambiolangi adalah
atas nama Sudarmin Tahir nomor urut 4. Bahwa untuk
memastikan  kebenaran atas ketidaksesuaian tersebut
Panwascam menyarankan kepada PPK untuk membuka C1
Plano. Adapun fakta beradasarkan C1 Plano diketahui bahwa
peroleh suara sejumlah 5 suara adalah atas nama Sudarmin
Tahir Caleg nomor urut 4, atas dasar itulah PPK melakukan
koreksi perbaikan (BUKTI-PK.16-26);

2.3.3Bahwa TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla,
berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alla pada
tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat
Kecamatan dimana perolehan suara Parta Hati Nurani Rakyat (
Hanura ) atas Nama Hastina Nomor Urut 3 berkesesuaian
dengan salinan C1 Pengawas Pemilu, saksi dan C1 Hologram
sejumlah 5 (Lima) suara (Vide BUKTI-PK.27.16-26)

2.3.4Bahwa Bahwa saksi Partai Hanura atas nama Suhardiman
sebelum Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
tingkat Kecamatan Alla memperlihatkan alat bukti foto C1 Plano
TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi, atas dasar itu saksi meminta
kepada PPK membuka C1 Plano untuk menemukan kesesuaian
data (Vide BUKTI-PK.27.16-26)

2.3.5Bahwa atas bukti C1 Plano, PPK meminta saran kepada
Pengawas Pemilu dan oleh Pengawas Pemilu menyarankan
untuk membuka C1 Plano, dari pembukaan C1 Plano ditemukan
antara C1 Plano dan foto C1 Plano berkesesuaian perolehan
suara atas nama Sudarmin Tahir sebanyak 5 (lima) suara.

Bahwa dari dasar C1 Plano itulah yang dijadikan dasar oleh
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PPK untuk melakukan koreksi perbaikan pada FORM DAA 1
DPRD Kabupaten dan DA 1 DPRD Kabupaten (Vide BUKTI-
PK.27.16-26)

2.3.6 Bahwa TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle
Bahwa Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
oleh Panwaslu Kecamatan Masalle sesuai laporan hasil
pengawasan pemilu Nomor : 056/LHP/PM.00.00/1V/2019
tanggal 21 April 2019, ditemukan beberapa tidak kesesuaian,
ditindaklanjut oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Masalle
dengan melakukan perbaikan sesuai data C1 Plano (Vide
BUKTI-PK.27.16-26)

2.3.7Bahwa pada TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan
Miasalle sebagaimana dalil pemohon yang meyakini bahwa C1
Plano di TPS 04 Desa Tokkonan Basse sudah dilakukan
perubahan atau tidak berdasarkan penghitungan surat suara ril
di TPS vyang bersangkutan. Bahwa terkait perselisihan
perolehan suara pada TPS 04 Desa Tongkonan Basse
Kecamatan Masalle dimana terdapat ketidaksesuaian antara
salina C1 dan C1 Hologram, maka PPK Kecamatan Masalle
menindaklanjuti dengan membuka C1 Plano. Dari C1 Plano
dipastikan bahwa terdapat perolehan suara atas nama
Sudarmin Tahir nomor urut 4 sejumlah 6 (enam) suara
berkesesuaian dengan C1 Hologram dan salinan C1 Pengawas
Pemilu (Vide BUKTI-PK.27.16-26)

2.3.8 Bahwa TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle, bahwa
dalil pemohon yang menyakini bahwa C1 Plano di TPS 01 Desa
Batu Kede suda dilakukan perubahan atau tidak berdasarkan
penghitungan surat suara ril di TPS yang bersangkutan. Bahwa
hasil Pengawasan Panitia Panwaslu Kecamatan Masalle
menjelaskan bahwa terkait tidak kesesuaian salinan C1 saksi
dan C1 Hologram Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Masalle
membuka C1 Plano untuk menemukan kebenaran atas
ketidaksesuaian data antara salinan C1 saksi dan C1 hologram

PPK. Bahwa dari pembukaan C1 Plano ditemukan fakta bahwa
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C1 Plano sudah berkesesuaian dengan C1 Hologram dan C1
Pengawas Pemilu dimana terdapat perolehan suara atas nama
Sudarmin Tahir sejumlah 1 (satu) suara sementara perolehan
suara saudari Hastina 0 (nol) suara (Vide BUKTI-PK.27.16-26)

2.3.9 Bahwa laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Enrekang
Nomor: 002/LP/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019 yang diregister
dengan Nomor: 003/ADM/BWSL.KAB.EKG/IV/2019 tertanggal
30 April 2019. Pelapor atas nama Yeri dan Terlapor adalah
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Alla dan Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Masalle, bahwa laporan tersebut Bawaslu
Kabupaten Enrekang menindaklanjuti dengan penyelesaian
adminitrasi cara Cepat, dengan menghadirkan pihak-pihak
pelapor dan terlapor. Dari fakta keterangan para pihak diduga
terdapat pelanggaran prosedural dan mekanisme Rekapitulasi
Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kecamatan sehingga Bawaslu
Kabupaten Enrekang mengeluarkan putusan sebagaimana
terlampir (BUKTI-PK-27.16-28)

2.3.10 Bahwa atas putusan Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten
Enrekang menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran data
perolehan suara dengan membuka DAA1 Plano disandingkan
dengan DA1 Plano untuk Kecamatan Alla dan Kecamatan
Masalle. Dan dari hasil penyandingan tersebut ditemukan
kesesuaian data yang dimiliki oleh PPK Kecamatan dan Saksi
serta Panwas Kecamatan Selanjutnya KPU Kabupaten
Enrekang telah memberikan kesempatan kepada saksi untuk
menghadirkan data sandingan sebagai bukti tambahan akan
tetapi saksi tidak mampu memberikan data sandingan tersebut
sampai pada batas waktu yang disepakati. Sehingga KPU
Kabupaten Enrekang menetapkan hasil rekap sesuai dengan
Hasil Rekap tingkat PPK Kecamatan Alla dan Kecamatan
Masalle serta KPU Kabupaten Enrekang juga mencatatkan
perihal tersebut sebagai kejadian khusus yang di tuangkan
dalam formulir DB2 KPU. Selanjutnya KPU Kabupaten

Enrekang memberikan teguran tertulis kepada PPK Kecamatan
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Alla dan PPK Kecamatan Masalle melalui BA Nomor
173/PY.01.1-BA/7316/KPU-Kab/V/2019 tanggal 02 Mei 2019
tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada
tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat
kecamatan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota
DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019
yang di tindak lanjuti dengan Keputusan KPU Kabupaten
Enrekang Nomor:  127/HK.07.4-Kpt/7316/KPU-Kab/V/2019
tanggal 02 Mei 2019 tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi
Pemilu pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara
tingkat kecamatan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota
Tahun 2019. (BUKTI-PK-27.16-28)

Bahwa tindak lanjut KPU Kabupaten Enrekang terhadap
putusan Bawaslu Kabupaten Enrekang oleh saksi hanura tetap
bertahan untuk meminta dilakukan penghitungan ulang surat
suara akan tetapi tidak mengakomodir keberatan tersebut,
kemudian saksi melapor ke-Bawaslu Kabupaten Enrekang
sebagaimana laporan yang diterima, dicatat dan diregister
dengan nomor: 007/ADM/BWSL/KAB.EKG/V/2019 tertanggal 8
Mei 2019. Pelapor atas nama Ir. Mule dan Terlapor Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang, bahwa atas
laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Enrekang menindaklanjuti
dengan penyelesaian pelanggaran administasi pemilu,
berdasarkan hasil pemeriksaan dan putusan pendahuluan
bahwa laporan dimaksud dilanjutkan ke sidang pemeriksaan.
Dalam sidang pemeriksaan, berdasarkan fakta yang terungkap
dalam persidangan tidak ditemukan bukti yang cukup dan
beralasan hukum, sehingga atas laporan terlapor Bawaslu
Kabupaten Enrekang memutuskan bahwa terlapor tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara, prosedur dan
mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (BUKTI-PK-26.16-29)
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2.3.12 Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang menindaklanjuti laporan
Nomor: 003/LP/PL/KAB.EKG/27.06/1V/2019, tanggal 30 April
2019 dicatat dan diregister dengan Nomor:
004/ADM/BWSL.KAB.EKG/IV/2019 tertanggal 30 April 2019,
kejadian yang dilaporkan adalah Dugaan Manipulasi Data
dalam Proses Pemungutan Suara dan Hasil Rekapitulasi, atas
nama pelapor Syahrul, dengan terlapor PPK Kecamatan
Anggeraja, PPK Kecamatan Baraka, PPK Kecamatan Malua,
PPK Kecamatan Buntu Batu dan PPK Kecamatan Bungin.
Bahwa berdasarkan atas fakta pemeriksaan para pihak melalui
penyelesaian administrasi dengan acara cepat, Bawaslu
Kabupaten Enrekang menyimpulkan dan memutuskan bahwa:
menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau
mekanisme pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara
di Kecamatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
Putusan dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2019 (BUKTI-PK-
27.16-30))

2.3.13 Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang menindak lanjuti laporan
Nomor: 004/LP/PL/KAB.EKG/27.06/V/2019, tanggal 3 Mei 2019
Terkait Dugaan Penggelembungan dan Pengurangan Hasil
Rekapitulasi yang dilaporkan oleh saudara Ardiyanto dengan
terlapor KPPS 6 Bontongan, Kecamatan Baraka, KPPS 1
Tomenawa, KPPS 4 Bontongan, diregistrasi dengan Nomor:
005/ADM/BWSL.KAB.EKG/V/2019. Bahwa berdasarkan atas
fakta pemeriksaan para pihak melalui Penyelesaian
Administrasi Cepat, Bawaslu Kabupaten Enrekang
menyimpulkan dan memutuskan bahwa menyatakan terlapor
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
pelanggaran Adminitrasi Pemilu pada Tahapan Pemungutan
dan Perhitungan Suara di TPS Pada Pemilu Anggota DPR RI,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota (BUKTI-PK-27.14-
31)
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bt
3. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI DEMOKRAT NOMOR lpﬂ(\”/’aﬂ/
REGISTER PERKARA 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 /96“‘0005

3.1 Keterangan Hasil Pengawasan Partai Demokrat Pada Pemilihan DPR-
Rl Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 1l Nomor Urut 3 Atas Nama
Frederick Batti Sorring dan DR. Ir. H. Bahrun Daido, M.Si.

Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan bahwa

terhadap dall pemohon IV angka 1 terkait dengan dugaan

penggelembungan suara yang merugikan Calon Anggota DPR atas nama

Frederik Batti Sorring, Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi

Selatan Ill nomor urut 3 dan Dr. Ir. H. Bahrun Daido, M.Si. Calon Anggota

DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan Il nomor urut 2 Bawaslu

Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan sebagai berikut:

3.i.1Bahwa daerah pemilihan Sulawesi Selatan IlI terdiri atas 9 (Sembilan)
Kab/kota yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Pinrang, Kabupaten
Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana
Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten
Luwu Timur, Dan Kota Palopo.

3.1.2Bahwa Bawaslu Sulawesi Selatan beserta jajarannya telah
melaksankan pengawasan dan supervisi di seluruh Kab/Kota se-
Sulawesi Selatan

3.1.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah menerima
laporan yang diajukan oleh Frederik Batting Sorring maupun temuan
terkait dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Kabupaten
Luwu.

3.1.4Bahwa berdasrkan pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
tidak pernah menerima laporan atau temuan pelanggaran atas nama

DR. Ir. Bahrun Daido M.Si.

3.2 Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Di 5 (Lima)
Kecamatan Yaitu Kecematan Lamasi, Kecematan Lamasi Timur,
Kecamatan Walenrang Utara, Kecematan Walenrang Timur, Kecamatan

Walenrang.
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3.2.1 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu,
Panwaslu Kecamatan Walenrang menemukan adanya kesalahan
pengisian beberapa C1-PPWP, C1-DPD, C1 DPR-RI, C1-DPRD
Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh beberapa
KPPS sehingga dilakukan penghitungan ulang untuk semua jenis
pemilihan pada TPS 1 Desa Baramamase. Penghitungan ulang
dilakukan berdasarkan rekomendasi/perbaikan secara lisan dari
Panwaslu Kecamatan Walenrang.(Bukti PK 27.17-32)

3.2.2Bahwa Pengawas TPS 09 Desa Baramamase telah
merekomendasikan kepada KPPS 09 Baramamase untuk melakukan
penghitungan suara ulang untuk perolehan suara DPR dan hasil
tindaklanjut tersebut telah terkoreksi secara administratif. Begitupula,
Panwaslu Kecamatan Walenrang telah merekomendasikan kepada
PPK Kecamatan Walenrang untuk melakukan Penghitungan Suara
Ulang pada TPS 01 Desa Baramamase. Hasil tindak lajut tersebut
adalah telah terkoreksinya secara administratif hasil perolehan suara.
Selain dari 2 (dua) TPS tersebut diatas, tidak ditemukan lagi adanya
TPS di 6 (enam) Kecamatan yang disebutkan dalam dalil pemohon
tersebut diatas yang dianggap memenuhi syarat untuk dilakukan
Penghitungan Suara Ulang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 374
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum, dimana penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila
terjadi hal sebagai berikut:

a. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak
dapat dilanjutkan;

b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

c. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang
atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;

d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang
jelas;

e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang

jelas
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f.Saksi peserta pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat
tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara
jelas;
g. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat
dan waktu yang telah ditentukan;
h. Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara
yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah
pemilih yang menggunakan hak pilih.(Bukti PK — 27.17-33)
3.2.3Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu telah menemukan Dugaan
Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh KPPS TPS 9 Desa
Baramamase Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu pada
tanggal 17 April 2019 dan dijadikan temuan dugaan pelanggaran
dengan register dengan nomor 008/TM/PL/27.09/1V/2019  pada
tanggal 22 April 2019. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan
ketiga temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu tersebut
memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 532 jo. Pasal 554
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan berkas dilimpahkan ke
Kejaksaan Negeri Belopa.(Bukti PK — 27.17-34)

3.2.4 Bahwa sampai dengan keterangan ini disusun, proses penyelesaian
masih berada di Kejaksaan Negeri Belopa. Bahwa hasil Rekapitulasi
Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI tingkat PPK Kecamatan
Walenrang dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR
serta dilampiri Model DAA-1 DPR. (Bukti PK — 27.17-35)

3.2.5Bahwa terhadap hasil Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan
perolehan suara pemilu tahun 2019 tingkat PPK Kecamatan
Walenrang diterima oleh seluruh perwakilan Saksi Partai Politik,
DPD dan Saksi Presiden dan Wakil Presiden dibuktikan dengan
Form KPU Model DA dan DA.TT (Vide Bukti PK — 27.17-35)

3.2.6 Bahwa berdasarkan hasil supervisi Bawaslu Kabupaten Luwu,
Panwaslu Kecamatan Walenrang Barat melakukan pengawasan
terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu tahun 2019
tingkat PPK. Bahwa terdapat keberatan saksi dan kesalahan
pengisian Model C1 sehingga dilakukan perbaikan oleh PPK

berdasarkan rekomendasi saran perbaikan oleh Panwaslu
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Kecamatan Walenrang Barat termasuk pembukaan kotak suara
untuk melihat C1 Plano.Saran perbaikan ini telah ditindaklanjuti oleh
PPK Walenrang Barat dan hasil telah terkoreksi sesuai prosedur.
3.2.7 Bahwa panwaslu kecamatan Walenrang Barat tidak pernah menerima
laporan ataupun menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu

dalam proses Rekapitulasi tersebut. Hasil pengawasan tersebut

dituangkan kedalam Form A Pengawasan Nomor
027/LHP/PM.00.02.13/4/2019 tanggal 24 April 2019 dan (Bukti PK -
27.17-36)

3.2.8 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR Rl
tingkat PPK Kecamatan Walenrang Barat dituangkan dalam sertifikat
Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR.
(Bukti PK — 27.17-37)

3.2.9 Bahwa dalam Proses Rekapitulkasi Perolehan Suara untuk Pemilihan
Calon Anggota DPR-RI tingkat PPK Walenrang Barat, tidak ada
pernyataan keberatan saksi dari partai Demokrat atau kejadian
khusus terkait adanya dalil pemohon yang menyatakan bahwa terjadi
penggelembungan suara di Kecamatan Walenrang Barat.
Pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus dituangkan oleh
PPK Walenrang dalam Form Model DA2-KPU terkait pernyataan
saksi atau catatan kejadian Khusus (Vide Bukti PK-27.17.37)

3.2.10 Bahwa Panwaslu Kecamatan Walenrang Utara telah melakukan
pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu
tahun 2019 tingkat PPK Kecamatan Walenrang Utara. Proses
rekapitulasi tersebut berjalan selama 6 (Enam) hari dan pada
rekapitulasi berjalan terdapat beberapa kesalahan penulisan pada
salinan C1 maupun C1 Hologram yang dilakukan oleh KPPS,
sehingga Panwaslu Kecamatan Walenrang Utara mengeluarkan
Rekomendasi Saran Perbaikan kepada PPK Kecamatan Walenrang
Utara yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh PPK. Panwaslu
Kecamatan Walenrang Utara selama proses Rekapitulasi tidak
menemukan adanya pelanggaran pemilu berupa pengurangan,
penambahan, dan pergeseran perolehan suara antar caleg didalam

satu partai atau lintas Partai lainnya. Hasil pengawasan tersebut
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dituangkan kedalam Form A Pengawasan  Nomor : 033/SN-
09.20/LHP/PM.00.02/4/2019 tanggal 27 April 2019 (Bukti PK — 27.1-
38)

3.2.11Bahwa terhadap hasil Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan
perolehan suara pemilu tahun 2019 tingkat PPK Kecamatan
Walenrang Utara diterima oleh seluruh perwakilan Saksi Partai
Politik, DPD dan Saksi Presiden dan Wakil Presiden yang hadir
dibuktikan dengan Form KPU DA.TT (Bukti PK — 27.17-39)

3.2.12 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara DPR
Rl tingkat PPK Kecamatan Walenrang Utara dituangkan dalam
sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1
DPR. (Vide Bukti PK — 27.17-39)

3.2.13Bahwa Panwaslu Kecamatan Walenrang Timur telah melakukan
pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu
tahun 2019 tingkat PPK Walenrang Timur dan tidak ditemukan
adanya dugaan pelanggaran dalam proses rekapitulasi tersebut.
Hasil pengawasan dituangkan ke dalam Form A Pengawasan Nomor
: 057/SN-09.02/HM.03.25/IV/2019 tanggal 25 April 2019 (Bukti PK —
27.17-40)

3.2.14 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI
tingkat PPK Kecamatan Walenrang Timur dituangkan dalam
sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1
DPR. (Bukti PK — 27.17-41)

3.2.15Bahwa terhadap hasil Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan
perolehan suara pemilu tahun 2019 tingkat PPK Kecamatan
Walenrang Timur diterima oleh seluruh perwakilan Saksi Partai
Politik, DPD dan Saksi Presiden dan Wakil Presiden yang hadir
dibuktikan dengan Form KPU DA.TT dan DA.DH (Vide Bukti PK —
27.17-41)

3.2.16 Bahwa Panwaslu Kecamatan Lamasi telah melakukan pengawasan
terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu tahun 2019
tingkat PPK Kecamatan Lamasi. Didalam rapat pleno tersebut
ditemukan adanya beberapa kesalahan penulisan salinan C1

sehingga Panwaslu Kecamatan Lamasi mengeluarkan rekomendasi
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saran perbaikan dan telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan
Lamasi. Proses rekapitulasi tersebut berjalan selama 6 (enam) hari
dan hasil pengawasan tersebut dituangkan kedalam Form A
Pengawasan Nomor : 087/LHP/PM.00.21/4/2019 tanggal 25 April
2019 (Bukti PK — 27.17-42)

3.2.17 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI
tingkat PPK Kecamatan Lamasi dituangkan dalam sertifikat
Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR.
(Bukti PK — 27.17-43)

3.2.18 Bahwa Panwaslu Kecamatan Lamasi Timur telah melakukan
pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu
tahun 2019 tingkat PPK Kecamatan Lamasi Timur. Didalam rapat
pleno tersebut terdapat beberapa kekeliruan dalam pengisian jumlah
data pemilih di beberapa TPS serta adanya kekeliruan dalam
penulisan jumlah total perolehan suara beberapa Partai Politik
sehingga Panwaslu Kecamatan Lamasi Timur mengeluarkan
rekomendasi/saran perbaikan secara lisan dan telah ditindaklanjuti
oleh PPK Kecamatan Lamasi Timur. Hasil pengawasan tersebut
dituangkan kedalam Form A Pengawasan tanggal 24 April 2019
(Bukti PK — 27.17-44)

3.2.19 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR Rl
tingkat PPK Kecamatan Lamasi Timur dituangkan dalam sertifikat
Rekapitulasi Model DA1 DPR serta dilampiri Model DAA-1 DPR.
(Bukti PK — 27.17-45)

3.2.20 Bahwa terhadap hasil Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan
perolehan suara pemilu tahun 2019 tingkat PPK Kecamatan Lamasi
Timur diterima oleh seluruh perwakilan Saksi Partai Politik, DPD dan
Saksi Presiden dan Wakil Presiden yang hadir dibuktikan dengan
Form Model DA-KPU dan DA.TT KPU (Vide Bukti PK — 27.17-45)

3.2.21 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu telah melakukan pengawasan
Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara Peserta
Pemilu tahun 2019. Didalam rapat pleno tersebut PPK membacakan
hasil perolehan suara peserta pemilu berdasarkan hasil Rapat Pleno

Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang ditungkan kedala Form DA-
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KPU, dimana perolehan suara yang di bacakan oleh PPK telah
sesuai dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Luwu
yang diserahkan oleh Panwaslu Kecamatan, sebagai data
pembanding yang dibacakan oleh PPK, sehingga Bawaslu
Kabupaten Luwu tidak menemukan adanya penambahan perolehan
suara Caleg nomor urut 7 dari Partai Demokrat Dapil 3 Sulawesi
Selatan dan telah dituangkan ke dalam sertifikat Rekapitulasi Model
DB-1 DPR. (Bukti PK — 27.17-47)

3.2.22 Bahwa terhadap sertifikat Rekapitulasi Model DB-1 DPR yang telah
ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu diterima/tanpa ada keberatan
dari seluruh perwakilan saksi Partai Politik dengan menandatangani
form KPU Kabupaten Luwu Model DB-KPPU dan DB.TT-KPU. (Vide
Bukti PK — 27.17-47)

3.2.23 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu telah melakukan pengawasan
terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
tingkat KPU Kabupaten Luwu yang dituangkan didalam Form A
Pengawasan Nomor : 0056/LHP/PM.00.02/5/2019 (Vide Bukti PK —
27.17-46)

3.2.24 Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon
telah melaporkan adanya penggelembungan suara ke Bawaslu,
terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Luwu menerangkan tidak
pernah menerima Laporan secara resmi sebagaimana yang
didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya. Bahwa Pelaporan
secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Luwu untuk dugaan
pelanggaran Administratif Pemilu harus merujuk pada Pasal 25 ayat
(1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian
Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dimana laporan dugaan
pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan
memenuhi syarat formil dan materil Laporan, bahwa Laporan dugaan
pelanggaran Administratif Pemilu harus disampaikan oleh pelapor
menggunakan Formulir Model ADM-2, namun surat yang
disampaikan oleh Pemohon dalam dalilnya yang disampaikan

kepada Bawaslu Kabupaten Luwu hanya berupa surat Perihal
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Penolakan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Komisi Pemilihan
Umum Daerah Kabupaten Luwu yang ditujukan kepada Ketua
Bawaslu Kabupaten Luwu tanggal 11 Mei 2019 . (Bukti PK — 27.17-
48)

3.2.25 Bahwa perolehan suara Caleg Nomor urut 7 Partai Demokrat pada
Kecamatan Walenrang dan Walenrang barat yang berjumlah
16.215 suara, dimana hasil penetapan PPK Kecamatan Walenrang
berjumlah 10.283 suara dan PPK Kecamatan Walenrang Barat
berjumlah 5.963 suara yang dituangkan kedalam sertifikat
rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Model DA-1 (tingkat
Kecamatan) yang disertai dengan lampiran Model DAA-1 (tingkat
Desa). (Vide Bukti PK — 27.17-37)

3.2.26 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR Rl
tingkat PPK Kecamatan Lamasi perolehan suara calon anggota
DPR RI Partai Demokrat Dapil 3 Sulawesi Selatan atas nama DR. IR.
H. BAHRUM DAIDO, M.SI berjumlah 585 suara yang telah
dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DFR serta
dilampiri Model DAA-1 DPR Kecamatan Lamasi(Vide Bukti PK —
27.17-43)

3.2.27 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI
tingkat PPK Kecamatan Lamasi Timur perolehan suara calon
anggota DPR RI Partai Demokrat Dapil 3 Sulawesi Selatan atas
nama DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI berjumlah 185 suara yang
telah dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta
dilampiri Model DAA-1 DPR Kecamatan Lamasi Timur. (Vide Bukti
PK — 27.17-44)

3.2.28 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI
tingkat PPK Kecamatan Walenrang Utara perolehan suara calon
anggota DPR RI Partai Demokrat Dapil 3 Sulawesi Selatan atas
nama DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI berjumlah 520 suara yang
telah dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DFR serta
dilampiri Model DAA-1 DPR Kecamatan Walenrang Utara(Vide Bukti
PK - 27.17-39)
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3.2.29 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR R

tingkat PPK Kecamatan Walenrang Timur perolehan suara calon
anggota DPR RI Partai Demokrat Dapil 3 Sulawesi Selatan atas
nama DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI berjumlah 266 suara yang
telah dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta
dilampiri Model DAA-1 DPR Kecamatan Walenrang Timur (Vide
Bukti PK 27.17-41)

3.2.30 Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara DPR RI

tingkat PPK Kecamatan Walenrang perolehan suara calon anggota
DPR RI Partai Demokrat Dapil 3 Sulawesi Selatan atas nama DR. IR.
H. BAHRUM DAIDO, M.SI berjumlah 148 suara yang telah
dituangkan dalam sertifikat Rekapitulasi Model DA1 DPR serta
dilampiri Model DAA-1 DPR Kecamatan Walenran (Vide Bukti PK -
27.17-35)

3.2.31 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu menyampaikan data perolehan

suara berdasarkan Model DB-1 DPR yang telah ditetapkan oleh KPU

Kabupaten Luwu untuk Partai Demokrat sebagai berikut :

Nomor qr‘Ut ~ Nama Calon i e Pe‘rgvlehan Suara

1 - IR. HJ. AP.A TIMO PANGERANG i ‘2687

2 DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI 14.897

3 DRS. FREDERIK BATTI SORRING, 553 ]
S.S0S., MM ;

4 IR. H. NUPRI BASRI 1.317 E

5 MICHIKO H 123 |

6 SRI HANDAYANI 190

7 MUHAMMAD DHEVY BIJAK 40.085

T ol

(Vide Bukti PK — 27.17-39)
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3.2.32 Bahwa terhadap sertifikat Rekapitulasi Model DB-1 DPR yang telah
ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu diterima/tanpa ada keberatan
dari seluruh perwakilan saksi Partai Politik dengan menandatangani
form KPU Kabupaten Luwu Model DB.TT-KPU. (Vide Bukti PK —
27.17-39)

3.2.33 Bahwa terhadap sertifikat Rekapitulasi Model DB-1 DPR yang telah
ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu diterima/tanpa ada keberatan
dari seluruh perwakilan saksi Partai Politik dengan menandatangani

‘ form KPU Kabupaten Luwu Model DB.TT-KPU. (Vide Bukti PK —

| 27.17-39)

.3 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang

3.3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang
| jumlah perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan suara
Partai Demokrat di tingkat Kabupaten Pinrang dalam Pemilihan
Umum Legislatif DPR RI Tahun 2019 pada Dapil Sulawesi Selatan lll

adalah sebagai berikut :

|
WS = NemaCalegDPRRI - [EEWARONTIY
\
|
|

Urut ‘Pa}tai berﬁokrat : Perq'lviehahJSuara
e pamyorancerane T 5270
2 DR, Ir. H. BAHRUM DAIDO, M.Si 2517
.| Drs- FREDERIK BATTI SORRING, 550, o
MM
| 4 I, H. NUPRI BASRI 13.010
|
| 5 MICHIKO H 143
6 SRIHANDAYANI 236
7 MUHAMMAD DHEVY BIJAK 277

3.3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan se-

Kabupaten Pinrang yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait
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pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK tidak terdapat koreksi dari saksi
Partai Demokrat, tidak ada temuan Panwaslu Kecamatan dan tidak
ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat PPK. ( Bukti PK.
27.15-49)

3.3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang
yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pelaksanaan
rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Pinrang tidak terdapat koreksi
dari saksi Partai Demokrat, tidak ada temuan Bawaslu Kabupaten
Pinrang dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat
KPU Kabupaten Pinrang. (Vide Bukti PK-27.15-49)

3.4 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja

3.4.1Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana
Toraja dan jajarannya tidak ditemukan adanya penggelembungan
suara di masing-masing TPS di Kabupaten Tana Toraja (Bukti
PK.27.18-50)

3.4.2Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) di
Kabupaten Tana Toraja pada tahapan penghitungan suara pada
tanggal 17 April pada pukul 13:30 WITA hingga pada tanggal 18 April
2019 pukul 12.00 WITA bahwa selama proses penghitungan
perolehan suara di TPS berlangsung untuk Pemilihan DPR RI tidak
ada keberatan dan saran perbaikan dari saksi Peserta Pemilu (Partai
Politik) ataupun Pengawas Pemilu (Bukti PK.27.18-50)

3.4.3Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) di TPS
03 Gasing Lembang/Desa Gasing, Kecamatan Mengkendek
Kabupaten Tana Toraja, menemukan adanya Pemilih yang tidak
terdaftar di DPT dan DPTb sebanyak 13 orang menggunakan hak
pilihnya dengan menggunakan KTP-el dari luar wilayah pemilihan dan
diberikan kertas suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undanga(Vide Bukti PK.27.18-50)

3.4.4Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Gasing
Lembang/Desa Gasing, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana
Toraja, pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada
tanggal 27 April 2019 tidak ada perubahan Data Pemilih Tetap (DPT),
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yang menggunakan KTP-el ada 4 orang dan alamat KTP-el sesuai
wilayah pemilihan.  Untuk pemilih yang DPTb tidak ada. Pada
pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tidak ada keberatan dan saran
perbaikan dari saksi ataupun Pengawas Pemilu. (Vide Bukti
PK.27.18-50)

3.5 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara

3.5.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Toraja Utara telah
melaksanakan pengawasan terhadap rekapitulasi dan penghitungan
perolehan suara tingkat Kecamatan pada tanggal 19 s/d 29 April
2019, terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK setiap Kecamatan
yang tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat, tidak ada
temuan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada laporan mengenai hasil
rekapitulasi tingkat PPK;(Bukti PK-27.21-51)

3.5.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Toraja Utara benar telah melaksanakan
pengawasan terhadap rekapitulasi perolehan suara tingkat
Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 30 April s/d 2 Mei 2019
(Bukti PK. 27.25-52)

3.5.3 Bahwa terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Toraja
Utara tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat, tidak ada
temuan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara dan tidak ada laporan
mengenai hasil rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Toraja
Utara.(Vide Bukti PK-27.21-52)

3.5.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Toraja Utara tidak pernah menemukan dan
atau menerima laporan dugaan pelanggaran maupun Informasi awal
dugaan pelanggaran mengenai kekeliruan penghitungan perolehan
suara yang dilakukan di setiap tingkatan pada Pemilihan Umum tahun
2019. .(Vide Bukti PK-27.21-52)

3.6 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur
3.6.1 Bahwa berdasarkan pengawasan pada kegiatan pleno rekapitulasi
hasil perolehan suara pada tingkat Kabupaten Luwu Timur, Bawaslu
Kabupaten Luwu Timur menemukan di TPS 003 Desa Lakawali

Pantai kecamatan Malili, terdapat suara pemilihan untuk DPRD
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kabupaten/kota lebih 1 (satu) suara yang seharusnya berjumlah 195
(seratus Sembilan puluh lima suara) menjadi 196 (seratus Sembilan
puluh enam) suara serta untuk suara pemilihan DPD ditemukan
kekurangan 1 (satu) suara yang seharusnya berjumlah 195 (seratus
sembilan puluh lima) suara menjadi 194 (seratus sembilan puluh 4).
Sementara, di TPS 004 Desa Baruga Kecamatan Malili terdapat
kelebihan surat suara pemilihan DPRD-Provinsi sebanyak 1 (satu)
suarat suara yang semestinya berjumlah 213 (dua ratus tiga belas)
surat suara berubah menjadi 214 (dua ratus empat belas) surat suara
dan untuk pemilhan DPD terdapat kekuarangan sebanyak 1 (satu)
surat suara yang semestinya berjumlah 213 (dua ratus tiga belas)
menjadi 212 (dua ratus dua belas) surat suara.(Bukti PK 27.20-53).
3.6.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melakukan sidang
pelanggaran administrasi dengan pemeriksaan acara cepat terhadap
kesalahan prosedur mekanisme dan tata cara yang dilakukan oleh
PPK Malili. Bahwa dalam sidang pelanggaran administrasi dengan
pemeriksaan acara cepat, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur
memutuskan:
>  Menyatakan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau
mekanisme pada pemungutan dan perhitungan suara di TPS
003 Desa Lakawali Pantai serta TPS 004 Desa Baruga
Kecamatan Malili.
>  Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Luwu Timur untuk
melakukan perbaikan administrasi. (Bukti PK. 27.20-54)
3.6.3Tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU kabupaten Luwu Timur atas
putusan a quo adalah menindaklanjuti putusan a quo "dengan
melakukan koreksi/perbaikan dengan singkronisasi jumlah
penggunaan surat suara sah dan surat suara tidak sah beserta jumlah
perolehan surat suara sah peserta Pemilu. Setelah tindaklanjut
tersebut selesai, maka tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir
termasuk tidak ada rekomendasi Pengawas Pemilu terkat hal ini. (
Vide PK. 27.20-54)
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3.6.4Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu
Timur. ( Vide PK. 27.20-52)
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3.7 Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palopo

3.7.1 Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara tingkat
kecamatan di temukan DPK Presiden yang tidak sinkron dengan
DPK DPR RI di TPS 11 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara.
Pada DPK Presiden, terdapat 17 (tujuh belas orang) orang dan
pada DPK DPR RI 16 (enam belas) orang telah diproses oleh
Bawaslu Kota Palopo. Proses pemungutan suara di TPS 11
Kelurahan Amassangan, terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam
DPT dan berKTP luar Kota Palopo tanpa A5, Namun petugas KPPS
tetap memberi kesempatan untuk mecoblos untuk pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan DPD. Panwaslu
Kecamatan, pada proses rekapitulasi perolehan suara tingkat
Kecamatan Wara melakukan saran perbaikan/ rekomendasi lisan
kepada PPK kecamatan Wara. Tindak lanjutnya adalah dilaktxannya
penghitungan suara ulang yang disaksikan oleh saksi perserrta
pemilu yang hadir dan hasil tindak lanjut tersebut adalah
tersingkronisasinya jumlah penggunaan surat suara sah dan tidak
sah dan jumlah penggunaan keseluruhan surat suara. Tidak ada
keberatan dari saksi perserta Pemilu dan pengawas Pemilu. Bahwa
hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wara yang dijadikan
temuan Panwaslu Kecamatan Wara dan terselesaikan dengan
sidang administrasi terkait kesalahan prosedur dalam pemberian
surat suara (Bukti PK.27.24-55)

3.7.2 Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat
KPU Kota Palopo terdapat keberatan Saksi partai PPP kemudian
dilakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Cepat oleh
Bawaslu Kota Palopo di Kantor KPU Kota Palopo. (Bukti PK.27.24-
56)

3.7.3 Bahwa dalam proses pembacaan Berita Acara Model DB Rekapitulasi
dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan  Suara
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Provinsi
Sulawesi Selatan tanggal 10 Mei 2019 tidak ditemukan kesalahan
dan kekeliruan KPU Kota Palopo yang dapat memengaruhi

perolehan suara pada Pemilihan Umum Legislatif DPR RI Tahun
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2019. Selain itu, tidak terdapat keberatan saksi (Vide Bukti
PK.27.24-55) dan (Vide Bukti PK.27.24-56)
3.8 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidenreng
Rappang (Sidrap)
3.8.1Bahwa Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan
Pengawasan terhadap Proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan
Suara di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 27 — 29
April 2019, yang dihadiri oleh Saksi Partai Demokrat Kabupaten
Sidenreng Rappang (Bukti PK-27.14-57)
3.8.2Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidenreng
Rappang, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan
Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu yang dihadiri oleh
saksi dari peserta Pemilu yang hadir berdasarkan model DB1-DPR
KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Khusus untuk Partai Demokrat
memperoleh suara total sebanyak 8.520 (Delapan Ribu Lima Ratus
Dua Puluh). Tidak ada sanggahan maupun keberatan dari saksi Partai
Demokrat Kabupaten Sidenreng Rappang (Bukti PK-27.14-58)
3.8.3Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang teiah dilakukan oleh
Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, Perolehan Suara dan Caleg
Nomor Urut 2 Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si, sebanyak 2000 (Dua
Ribu)Perolehan Suara untuk Partai Demokrat dengan rincian sebagai
berikut : (Vide Bukti PK.27.14.57 dan Vide Bukti PK.27.14.58)
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3.9 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Enrekang

3.9.1Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Enrekang yang

dituangkan dalam Formulir Model-A tidak ada satu pun temuan dugaan

pelanggaran dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
terkait dengan Partai Demokrat.(Bukti PK 27.16-59)

3.9.2Bahwa berdasarakan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam

Kecamatan Baroko pada kegiatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Suara tingkat Kecamatan Nomor 18/LHP/PM.00.00/1V/2019 untuk

Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulsel 3 diuraikan sebagai berikut :

N

r

Bahwa TPS 2 Cemba Kecamatan Enrekang terdapat ketidk
sesuaian C1 Holgram dan C1 Pengawas, atas saran pengawas,
PKK membuka C1 Plano.. pada C1 Plano Nomor Urut 4 atas nama
H. Nupri Basri memperoleh 2 suara dari semula 1 suara sesuai
salinan C1

Bahwa pada TPS 1 lewaja Kecamatan Enrekang, terdapat koreksi
prolehan suara

Pada pada TPS 5 Benteng Alla Kecamatan Baroko terdapat
koreksi perbaikan berdasarkan C1 plano untuk Nomor urut 1 atas
nama Ir. Hj. AP.A. Timo Pangerang semula berdasarkan salinan

C1 adalah 0 (nol) suara menjadi 1 (satu) suara sesuai C1 plano.

3.9.3Bahwa berdasarakan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam

Kecamatan Maiwa Tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
tingkat Kecamatan Nomor 52/LHP/PM.00.03/IV/2019 untuk Partai

Demokrat Daerah Pemilihan Sulsel 3 diuraikan sebagai berikut :

>

Bahwa pada TPS 1 Batu Mia Kecamatan Maiwa terdapat
perbaikan perolahan suara dimana berdasarkan C1 plano suara
partai terdapat 1 suara yang semula 0 berdasarkan dengan salinan
C1 dan Nomor urut 7 nama Muhammad Dhevi Bijak terdapat 2

suara sesuai C1 plano dari semula 0 berdasarkan salinan C1.

3.9.4Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten

Enrekang pada tahapan Rekapulasi Hasil Penghitungan suara tingkat

Kabupaten dengan nomor :
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(Vide Bukti PK 26.16-59)

28/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 1 Mei 2019
29/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019
30/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 3 Mei 2019
31/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019
32/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 5 Mei 2019

Tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat dan tidak ada laporan dan

temuan dugaan pelanggaran.

1.

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Enrekang

:r(:t Nama Caleg DPR RI Partai Demokrat Jumlah Akhir Perolehan Suara
Suara Partai 329
1 Ir. H. AP ATIMO PANGERANG 512
2, DR. Ir. H. BAHRUM DAIDO, M.Si 896
3. | Drs. FREDERIK BATTI SORRING, S.Sos, 171
4. Ir. H. NUPRI BASRI 843
5. MICHIKO H 52
6. SRI HANDAYANI 38
7. MUHAMMAD DHEVY BIJAK 75
Jumlah 2.916

(Vide BUKTI-PK.27.16.59)

No. Nama Caleg DPR RI Partai Jumlah Akhir Perolehan
Urut Demokrat Suara
Suara Partai 7.649
1. Ir. H. AP ATIMO PANGERANG 26.202
2. DR. Ir. H. BAHRUM DAIDO, M.Si 31.127
5 Drs. FREDERIK BATTI SORRING, 36.564
4. Ir. H. NUPRI BASRI 23.571
5, MICHIKO H 898
6. SRI HANDAYANI 1.145
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7. I MUHAMMAD DHEVY BIJAK 45.790

Jumlah 172.946

(BUKTI-PK.27.16.59)

3.9.5Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi

Selatan, jumlah akhir perolehan suara Partai Demokrat di Provinsi

Sulawesi Selatan IlI.

3.10 Keterangan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara

3.10.1Bahwa Badan Panwaslu Kabupaten Luwu Utara beserta jajaran telah

melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan perhitungan
suara pada Pemilu 2019 (Bukti PK 27.19-60)

3.10.2Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bahwa Panwaslu Kabupaten

Luwu Utara di tingkat kecamatan terkait rekapitulasi di tingkat PPK
setiap kacamatan di temukan adanya perbedaan salinan C1
berhologram di kecamatan Malangke, dan di perbaiki berdasarka C1
plano. Di desa onondoa kecamatan rami C1 yang di pegang oleh
panwascam dan saksi berbeda dengan C1 berhologram, dan telah di
perbaiki berdasarkan C1 berhologram. Selain itu tidak di temukan
adanya pelanggaran pemilu terkait Perolehan Suara DPR-RI Partai
Demokrat (Bukti PK 27.19 - 61)

3.10.3Bahwa Perolehan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia Partai Demokrat di Kabupaten Luwu Utara
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3.10.4 Tindak Lanjut Temuan / Laporan Bahwa Badan Panwaslu Kabupaten
Luwu Utara beserta jajaran telah melakukan pengawasan pada saat
tahapan perhitungan surat suara tingkat Kabupaten dan dari hasil
pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan Pelanggaran serta tidak
ada laporan pelanggaran pemilu terkait Perolehan suara partai
Demokrat.(Vide Bukti 27.19-60)

3.11 Keterangan Tertulis Persandingan Perolehan Suara Partai Demokrat
Pada Pemilihan DPRD Kabupaten Luwu Timur Dapil Il Nomor Urut 1 Atas
Nama : Syahruddin
3.11.1 Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dan

jajarannya (Panwascam dan Pengawas Desa/Kelurahan) terkait dengan
keterbukaan C1, KPU Kabupaten Luwu Timur beserta jajarannya telah
mengumumkan perciehan suara di TPS se-Kabupaten Luwu Timur
dengan cara menempelkan dipapan pengumuman setiap TPS (Vide
Bukti PK.27.20-63)

3.11.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur,
TPS 16 Desa Bawalipu Kecamatan Wotu, Panwaslu Kecamatan Wotu
telah melakukan pemeriksaan acara cepat terkait Pemilih yang
menggunakan C6 milik orang lain. Hasil putusan pemeriksaan acara
cepat direkomendasikan kepada KPU untuk dilakukan pemungutan
suara ulang di TPS tersebut (Vide Bukti PK.27.20-63)

3.11.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah mengeluarkan putusan
pemeriksaan acara cepat terkait kejadian yang terjadi di TPS 16 Desa
Bawalipu, Kecamatan Wotu, KPU Kabupaten Luwu Timur tidak
melaksanakan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang
(PSU) di TPS tersebut karena telah melampaui batas waktu yang telah
ditentukan (Vide Bukti PK.27.20-63)

3.11.4 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS di
seluruh TPS vyang ada di Kecamatan Burau pada pokoknya
menerangkan Pemilih yang hadir di TPS telah dicatat di daftar hadir (C7)
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oleh KPPS dan ditanda tangani oleh Pemilih sebelum masuk untuk
menggunakan Hak Pilihnya.(Bukti PK.27.20-64)

3.11.5Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS di
seluruh TPS yang ada di Kecamatan Wotupada pokoknya menerangkan
Pemilih yang hadir di TPS telah dicatat di daftar hadir (C7) oleh KPPS
dan ditanda tangani oleh Pemilih sebelum masuk untuk menggunakan
Hak Pilihnya.(Vide Bukti PK.27.20-65)

3.11.6 Bahwa Berdasarkan pada hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan
Burau dan Jajarannya (Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS)
menunjukkan bahwa adanya keterbukaan Penyelenggara (KPU
Kabupaten Luwu Timur dan Jajarannya) dalam memperlihat/mencatat
Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya di TPS dalam daftar hadir (C7-
KPU) pada pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019

3.11.7 Bahwa berdasarkan pada hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wotu
dan Jajarannya (Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS)
menunjukkan bahwa adanya keterbukaan Penyelenggara (KPU
Kabupaten Luwu Timur dan Jajarannya) dalam memperlihat/mencatat
Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya di TPS dalam daftar hadir (C7-
KPU) pada pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019.

3.11.8 Bahwa berdasarkan rekapitulasi penanganan dugaan pelanggaran
pemilu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menyatakan bahwa Bawaslu
Kabupaten Luwu Timur beserta Jajarannya (Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS) tidak pernah
menemukan dan menerima laporan maupun informasi awal dari
masyarakat/peserta pemilu tentang dugaan pelanggaran yang berkaitan
dengan adanya Penyelenggara yang tidak menunjukkan C-7 kepada
Pemilih yang hadir dan tidak didaftar/ditulis dalam daftar hadir (C-7)
pada saat menggunakan hak pilhnya di TPS pada hari dan tanggal
pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2019. (Vide Bukti PK.27.20.64)

3.11.9 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur berdasarkan uraian yang diatur
dalam UU Nomor 7 tahun 2017, PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang
Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2019, PERBAWASLU Nomor 1
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Tahun 2019, C7 merupakan dokumen yang dimiliki oleh KPPS yang diisi
oleh pemilih, ditandatangani oleh para pemilih, dan dapat dilihat oleh
seluruh saksi dan PTPS di TPS namun merupakan dokumen milik
KPPS.

3.11.10 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dan jajaran Panwas Kecamatan
Burau dan Panwas Kecamatan Wotu dalam pengawasan tahapan
Pemungutan suara untuk Pemilu 2019 tidak ada temuan dan laporan
serta informasi awal dari masyarakat terkait bahwa Dibeberapa TPS
Terdapat Anak Kecil Yang Belum Memiliki Hak Pilih Namun Ikut
Mencoblos wilayah Kabupaten Luwu Timur( Vide Bukti PK.27.20-65)

3.11.11 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dan jajaran Panwas Kecamatan
Burau dan Panwas Kecamatan Wotu dalam pengawasan tahapan
Pemungutan suara untuk Pemilu 2019 yang pada pokoknya
menerangkan bahwa telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang
undangan. ( Vide Bukti PK.27.20-65).

3.12 Keterangan Tertulis Persandingan Perolehan Suara Partai Demokrat
Pada Pemiiihan DPRD Kabupaten Gowa Dapil Il Nomor Urut 1 Atas Nama
Hernest, S.H ( Di Pokok Permohonan No Urut 1 Sebenarnya Nomor 2)
3.12.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan

Somba Opu pada pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara di
tingkat Kecamatan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam
pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara terdapat ketidak sesuaian
data mengenai jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan
tidak sah dalam Formulir salinan C1 Hologram dengan Formulir salinan
C1 milik Panwaslu Kecamatan dan Saksi Peserta Pemilu pada saat
Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan
dan oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan Parangloe telah
merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan pembetulan/perbaikan
dengan cara mencocokkan dengan C1-Plano dan/atau menghitung
kembali surat suara yang telah digunakan oleh pengguna hak pilik

dalam TPS sehingga jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah
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dan tidak sah tidak terdapat perbedaan sebagaimana tertuang dalam
Formulir Model DAA-KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan dari
setiap TPS dalam wilayah desa/ kelurahan dalam pemilihan DPR, DPD
dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
(Bukti PK.27.6-66);

3.12.2Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Somba Opu
Kabupaten Gowa terhadap penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara
untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Gowa Tahun 2019 (MODEL
DA-DPRD) yang dilaksanakan di Istana Tamalate Sungguminasa,

berdasarkan ditetapkan sebagai berikut
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3.12.3Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Gowa pada pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat
Kecamatan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam
pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten Gowa
terdapat ketidak konsistenan data Pemilih pada tiap tingkatan Pemilihan
di setiap Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Gowa memberikan
rekomendasi lisan sebagai saran perbaikan agar data pemilih diperbaiki
sesuai dengan DPT dan DPTb yang telah ditetapkan dan oleh KPU
Kabupaten Gowa langsung diperbaiki, serta adanya keberatan dari
beberapa saksi terkait dengan beberapa kejadian yang terjadi pada saat
pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan dan
setelah mendapatkan penjelasan dari PPK dan KPU Kabupaten Gowa
serta Bawaslu Kabupaten Gowa, Saksi peserta Pemilu dapat menerima
hal tersebut karena keberatan dari saksi tidak ada yang mempengaruhi
hasil rekap. (Bukti PK.27.6-68)

3.12.4Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa
terhadap penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk pemilihan
Anggota DPRD Kabupaten Gowa Tahun 2019 yang dilaksanakan pada
hari Senin tanggal 13 Mei 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten Gowa,
berdasarkan Berita Acara Nomor ; 125/PL.02.6-
BA/7306/KPU.Kab/V/2019 ditetapkan sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KAB. GOWA
PARTAI DEMOKRAT DAPIL 1 KABUPATEN GOWA

DATA PEROLEHAN SUARA KECAMATA
N N TOTAL
o PARTAI POLITIK DAN SUARA SUARA
CALON SOMBA OPU
14. PARTAI DEMOKRAT 526 526
1. | ANDI LUKMAN NABA, SE.,MM 2250 2.250
2. | HERNESTL.,SH 851 851
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3. | KURNIATY SULAEMAN, SH 67 67

4. | DANIAL MALIK, SE 460 460

5. | M. ZULKARLIAN, ST 593 593
RENNY PUTRI HARAPAN RANI,

6. 139 139
S.I.Pem
H. HASANUDDIN AHMAD DG

i 1.185 1.185
PAWERO

8. | FAISAL MALAGANI MK., Sos 1.244 1.244

9. | NURUL SUCI RAMADHANI, SE 1.499 1.499

JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN 8.814 8.814
SUARA CALON

(Bukti PK.27-6.69)

PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KAB. GOWA
PARTAI DEMOKRAT DAPIL 2 KABUPATEN GOWA

RINCIAN KECAMATAN

DATA PEROLEHAN
BONT | PATTA
N SUARA PARAN o . TOTAL
MANUJ
O/ | PARTAI POLITIK DAN G U SUARA
SlAR CALDN . MARA | LASSA
NNU NG
14. PARTAI DEMOKRAT 231 172 149 240 792
'] Hj. MUSSADIYAH
1.] 2.876 | 1.847 1320 3.196 9.239
| RAHIM
2. | Dra. Hj. SUTIHATI 137 296 1.464 63 1.960
NYAMIN SUCIPTO,
3.| 12 44 40 18 114
'| S.E., M.M.
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Hj. LODANI 52| 157 280 9 498
YUSRAN YUSUF, S.E. 15 16 10 2 43
ILHAM N. 7 70 6 10 93
TOTAL 3.330 | 2.602| 3.269| 3.269| 12.739

(Bukti PK.27.6-70);
4. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAl DEMOKRASI

INDONESIA PERJUANGAN NOMOR REGISTER PERKARA 79-03-
27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

4.1Keterangan Tertulis Terkait Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi
Sulawesi Selatan Dapil IV (Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng
dan Kabupaten Selayar dan Kepulauan)
4.1.1 Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jeneponto
Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, Bawaslu
Kabupaten Jeneponto menerangkan sebagai berikut:
4.1.1.1 Bahwa pada tanggal 21 April 2019, Bawaslu Kabupaten
Jeneponto pernah menerima surat dari Dewan Pimpinan
Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten
040/IN/DPC-PDIP/JP/IV/2019

pada

Jeneponto dengan Nomor :
Perihal

penyelenggaraan

Laporan Penggelembungan suara

Pemilihan Umum Tahun 2019 yang
dilakukan secara massif di Kabupaten Jeneponto, Bahwa

terhadap surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Jeneponto

menindaklanjuti  melalui  surat Nomor 073/K.SN-
07/HK.00.05/4/2019 tanggal 22 April 2019 perihal
Penyampaian, surat tersebut ditujukan kepada jajaran

Bawaslu Kabupaten Jeneponto yaitu Panwaslu Kecamatan

Arungkeke, Kecamatan Batang, Kecamatan Rumbia,

Kecamatan Tarowang, Kecamatan Turatea dan Kecamatan
Tamalatea (Bukti PK 27.4-71);
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41.1.2 Bahwa surat Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor
073/K.SN-07/HK.00.05/4/2019 tertanggal 22 April 2019,
ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Arungkeke,
Kecamatan Batang, Kecamatan Rumbia, Kecamatan
Tarowang, Kecamatan Turatea dan Kecamatan Tamalatea
pada rekapitulasi di  tingkat kecamatan  dengan
menyampaikan saran perbaikan atau rekomendasi kepada
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilakukan
pencocokan salinan C1 dengan C-Plano atau melakukan
penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan
pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam hal terdapat
perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan
suara yang diterima PPK dari TPS, saksi peserta pemilu
tingkat Kecamatan, saksi peserta pemilu tingkat TPS,
Panwaslu  Kecamatan/Panwaslu  Desal/kelurahan  atau
Pengawas TPS (Vide Bukti PK 27.4-7),

4.1.1.3 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Jeneponto telah
menyampaikan surat Jawaban atas surat Dewan Pimpinan
Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten
Jeneponto dengan nomor : 074/K.SN.07/HK.00.05/4/2019,
tertanggal 22 April 2019 perihal Penyampaian (Vide Bukti PK
27.4-7),

41.1.4 Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten
Jeneponto pernah menerima penerusan laporan dari Bawaslu
Provinsi Sulawesi Selatan yaitu surat Nomor 071/EKS/PDP-
SS/V/2019 dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi
Selatan, (bukti PK 27.4-7)

41.1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto telah melakukan
penelusuran atas pengaduan dari DPD PDI Perjuangan
Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana surat Nomor
071/EKS/PDP-SS/V/2019 perihal Laporan, dan menindaklajuti
melalui surat Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponta Nomor
:210/K.SN-07/HK.00.04/5/2019, tanggal 9 Mei 2019 yang

ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
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dan disampaikan pada rapat pleno terbuka Rekapitulasi
Penghitungan Suara tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan
pada tanggal 10 Mei 2019. (Vide Bukti PK 27.4-7),

4.1.1.6 Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan
Bontoramba, rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK
Bontoramba untuk Desa Maero dilaksanakan pada tanggal 29
April 2019, terhadap rekapitulasi TPS 7 DPRD Provinsi Desa
Maero terdapat perbedaan antara formulir C1 Hologram yang
dibacakan PPS dengan salinan formulir C1 yang diterima oleh
Panwaslu dan para saksi sehingga dilakukan pencocokan
antara C1 Hologram dengan C1 Plano. (Vide Bukti PK 27.4-
7),

4.1.1.7 Bahwa perolehan suara sah Partai PDI Perjuangan setelah
dilakukan perbaikan berdasarkan salinan formulir C1-DPRD
Provinsi TPS 7 Desa Maero Kecamatan Bontoramba yang

diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto sebagai berikut :

A.1 | 3 PDI Perjuangan 0

A.2 | Dr. H. Alimuddin, SH.,M.H., M.Kn 15

Andi Mappatoba, S.Pd 1

Surianty,SE

Robby Tansil

Parida,S.Pd.,M.Pd

Indra Jaya, SH

Syamsinar Syam

= O O O o -

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)

(bukti PK 27.4-72)

4.1.1.8 Bahwa perolehan suara sah Partai PDI Perjuangan dalam
salinan DAA1-DPRD Provinsi Desa Maero Kecamatan
Bontoramba yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten

Jeneponto adalah sebagai berikut:

DATA PEROLEHAN SUARA TPS | TPS | TPS
PARTAI POLITIK DAN SUARA 7
CALON
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A.1 | 3 PDI Perjuangan 0

A.2 | Dr. H. Alimuddin, SH.,M.H., 15

M.Kn

Andi Mappatoba, S.Pd

Surianty,SE

Robby Tansil

Parida,S.Pd.,M.Pd

Indra Jaya, SH

Syamsinar Syam

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan
Calon (A.1+A.2)

= O O] O ©Of = -

41.1.9

4.1.1.10

(bukti PK 27.4-73)

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan langsung
Panwaslu Kecamatan Turatea Nomor
313/LHP/PM.00.00/1V/2019, rekapitulasi penghitungan suara
tingkat PPK Turatea untuk Desa Kayuloe Barat dilaksanakan
pada tanggal 21 April 2019 (bukti PK. 27.4-74)

Bahwa perolehan suara sah Partai PDI Perjuangan setelah
dilakukan perbaikan berdasarkan salinan formulir C1-DPRD
Provinsi TPS 9 Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea yang

diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

A.1 | 3 PDI Perjuangan 2

A.2 | Dr. H. Alimuddin, SH.,M.H., M.Kn

Andi Mappatoba, S.Pd

Surianty,SE

Robby Tansil

Parida,S.Pd.,M.Pd

Indra Jaya, SH

Syamsinar Syam

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)

o O] O O] O = O N

4.1.1.11

(bukti PK 27.4-75)
Bahwa perolehan suara sah Partai PDI Perjuangan dalam
salinan DAA1-DPRD Provinsi Desa Kayuloe Barat
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Kecamatan Turatea yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten

Jeneponto adalah sebagai berikut:

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI TPS
POLITIK DAN SUARA CALON

TPS

TPS

AA

3 PDI Perjuangan

A2

Dr. H. Alimuddin, SH.,M.H., M.Kn

Andi Mappatoba, S.Pd

Surianty,SE

Robby Tansil

Parida,S.Pd.,M.Pd

Indra Jaya, SH

Syamsinar Syam

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon
(A.1+A.2)

g O O O] O] = O N N O

(bukti PK 27.4-76)

4.1.1.12 Berdasarkan hasii pengawasan langsung

Panwaslu

Kecamatan Arungkeke, rekapitulasi penghitungan suara

tingkat PPK  Arungkeke untuk Desa Boronglamu
dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019. Bahwa perolehan
suara sah Partai PDI Perjuangan setelah dilakukan perbaikan
berdasarkan salinan formulir C1-DPRD Provinsi TPS 6 Desa
Boronglamu Kecamatan Arungkeke yang diterima oleh

Bawaslu Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

A.1 | 3 PDI Perjuangan

A.2 | Dr. H. Alimuddin, SH.,M.H., M.Kn

Andi Mappatoba, S.Pd

Surianty,SE

Robby Tansil

Parida,S.Pd.,M.Pd

Indra Jaya, SH

Syamsinar Syam

N O O] O O O O] N O

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)

(Vide Bukti PK 27.4-77)
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4.1.1.13 Bahwa perolehan suara sah Partai PDI Perjuangan dalam
salinan DAA1-DPRD Provinsi Desa Boronglamu Kecamatan
Arungkeke yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto

adalah sebagai berikut :

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI TPS | TPS | TPS
POLITIK DAN SUARA CALON

A.1 | 3 PDI Perjuangan

A.2 | Dr. H. Alimuddin, SH.,M.H., M.Kn

Andi Mappatoba, S.Pd

Surianty,SE

Robby Tansil

Parida,S.Pd.,M.Pd

Indra Jaya, SH

Syamsinar Syam

N O O] O] O] O] O] N O O

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon
(A.1+A.2)

(bukti PK 27.4-78)

4.1.1.14 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu
Kabupaten Jeneponto terkait penetapan Rekapitulasi
Penghitungan Suara tingkat KPU Kabupaten Jeneponto di
tetapkan pada tanggal 5 Mei 2019 (Bukti PK 27.4-79);

4.1.1.15 Bahwa berdasarkan salinan DB1-DPRD Provinsi daerah
pemilihan Sulawesi Selatan 4, perolehan suara sah masing-
masing partai politik yang tersebar di 11 (sebelas)

Kecamatan sebagai berikut :

No | Partai Politik Perolehan Suara
Sah

1 PKB 27.834

2 GERINDRA 37393

3 PDI PERJUANGAN 12 990

4 GOLKAR 17.674

S NASDEM 18.053

6 GARUDA 1472
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7 | BERKARYA 6.721
8 | PKS 14.816
9 | PERINDO 6.284
10 | PPP 18,180
11 [ FPSl 7.814
12 | PAN 16.164
13 | HANURA 3.062
14 | DEMOKRAT 17.278
19 | PBB 2.987
20 | PKPI 379

(Bukti PK 27.4-80)
4.1.1.16 Bahwa berdasarkan hasil dokumentasi DB1 Plano DPRD
Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 masing-
masing perolehan suara sah partai politik yang tersebar di 11
(sebelas) kecamatan se Kabupaten Jeneponto adalah

sebagai berikut :

No | Partai Politik Perolehan Suara
Sah

1 PKB 27.834
2 | GERINDRA 37.393
3 | PDI PERJUANGAN 12.990
4 | GOLKAR 17.674
5 | NASDEM 18.053
6 | GARUDA 1.472
7 | BERKARYA 6.721
8 |PKS 14.816
9 | PERINDO 6.284
10 | PPP 13.790
1 |PSl 7.814
12 | PAN 16.164
13 | HANURA 3.052
14 | DEMOKRAT 17.278
19 | PBB 2.987
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20 | PKPI 379

(Vide Bukti PK 27.4-80)

41.1.17 Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto tidak pernah

menerima laporan dari pemohon atau pihak lain terkait
dengan pokok permohonan pemohon pada rekapitulasi di
tingkat Kabupaten dan tidak pernah menemukan adanya
penambahan atau pengurangan suara pemohon atau partai
politk lainnya sebagimana pokok permohonan pada
rekapitulasi tingkat Kabupaten. Bahwa selama proses
penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU
Kabupaten Jeneponto untuk jenis Pemilihan DPRD Provinsi
Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan IV tidak terdapat
kejadian khusus maupun keberatan yang disampaikan oleh

saksi partai politik;

4.1.2 Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng

41.2.1

41.2.2

41.2.3

Bahwa dalam upaya pencegahan dan memaksimalkan
pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bantaeng mengeluarkan
surat inturuksi pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan se
Kabupaten Bantaeng Nomor: 136/K.BAWASLU.SN-
01/PM.00.02/1V/2019 Tanggal 15 April 2019 perihal Intruksi
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan
Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan. (Bukti
PK.27.3-81)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada hari Rabu, tanggal
17 April 2019 melakukan pengawasan langsung pemungutan
dan penghitungan suara Pemilihan Umum tahun 2019 di TPS,
sekaligus melakukan supervisi ke Panwaslu Kecamatan se
Kabupaten Bantaeng. (Bukti PK.27.3-82)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Bantaeng pada penetapan rekapitulasi perolehan suara Pemilu
2019 Tingkat Kabupaten Bantaeng dengan hasil sebagai
berikut:
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N Partai KECAMATAN JUMLA
Politik 5 % = H
=5 <
< Ll <
o & o o 5|5 r |z ¥ <
< < U ols 2| Q| W < il 9
s |5 |2 7|8 2222 |k X35
m L o O
1 PKB 786 | 1,302 899 1,130 | 1,009 | 219 | 1,02 | 335 6,707
7
2 GERINDR | 3,472 | 5,670 | 2,215 | 3,189 | 2,344 | 1,07 | 1,87 1,64 ‘ 21,489
A 8 7 4
3 PDIP 2,295 | 1,946 | 815 1,394 | 1,445 | 555 | 736 643 9,829
4 GOLKAR 1,746 | 1,475 774 1,251 | 1,860 | 823 632 606 9,167
5 NASDEM 1962 | 2376 | 1511 897 1141 461 855 392 9595
6 GARUDA 109 172 77 69 144 46 103 46 766
7 | BERKARY 345 530 217 339 423 145 180 165 2,344
A
8 PKS 591 429 480 399 1,387 81 378 214 3,959
9 PERINDO 168 260 82 99 174 74 88 104 1,049
10 PPP 2,401 | 1,920 | 1,337 867 1,449 | 1,69 | 825 993 11,485
3
11 PSI 2,444 | 2,420 820 1,286 939 688 633 520 | 9,750
12 PAN 1105 | 1296 398 686 1544 584 294 513 6420
13 | HANURA 581 595 361 440 600 42 280 209 3,108
14 | DEMOKRA 500 569 351 747 766 71 291 187 3,482
T
15 PBB 69 214 68 58 74 31 29 34 St
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16 PKPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 18,57 | 21,17 | 10,40 | 12,85 | 15,29 | 6,59 | 8,22 | 6,60 | 99,727
TOTAL 4 4 5 1 9 1 8 5

Perolehan tersebut ditetapkan KPU Kabupaten Bantaeng
dan disepakati oleh semua saksi peserta Pemilu yang
hadir.(Bukti PK.27.3-81 dan Bukti PK.27.3-82)

4.1.2.4 Bahwa pada saat rekapitulasi Penghitungan suara di KPU

Kabupaten Bantaeng tanggal 2 Mei 2019, saksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak mengajukan
keberatan dan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno.
(Bukti PK.27.23-84)

4.1.25 Bahwa Keterangan Hasil Pengawasan Rekapitulasi

Penghitungan  Perolehan Suara Pemilu 2019  Tingkat
Kecamatan sebagaimana dalil pemohon.

a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bantaeng Kabupaten

Bantaeng, telah melakukan pengawasan Rapat Pleno
Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat
Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada tanggal 20
April 2019 s.d 26 April 2019 di Aula Kantor Camat Bantaeng,
dalam rapat pleno terbuka tersebut ditemukan perbedaan
antara Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi Perserta Pemilu
dan/atau Panwaslu Kecamatan Bantaeng dengan C1
Berhologram yang dibacakan oleh PPK dikarenakan
kesalahan penulisan oleh KPPS pada Salinan C1, sehingga
atas dasar koreksi saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan
Bantaeng, Panwaslu Kecamatan Bantaeng
merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan pencocokan
dengan mengacu kepada C1 plano, dan dicatat dalam
formulir DAA1 berdasarkan C1 Plano. (Bukti PK.27.3-5)

b. Bahwa perbedaan yang diakibatkan kesalahan penulisan dan

telah dilakukan pencocokan dengan C1 Plano, pemilihan
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DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4
sebagaimana berikut:
Suara partai/suara
calon/Suara Partai | Pencocokan
Desa/ + Suara Calon
Partai TPS
Kelurahan Suara Suara Salinan C1 C1yang
) C1 Plano/
Partai Calon Panwaslu/ dibacakan
_ DAA1
Saksi PPK
Total Perolehan
Suara
Letta PKB 1 0 3 3
: (Suara Partai + ’
Suara Calon)
Total Perolehan
_ Suara
Letta Gerindra | 1 75 76 76
(Suara Partai +
Suara Calon)
PAN 4 2 0 1 1
Kayu Loe Suara
PKS 5 ) 2 0 0
Partai
Tappanjeng | PDIP 9 ¥ 0 3 3
Total Perolehan
Suara
Gerindra | 3 . 20 22 22
(Suara Partai +
Suara Calon)
Onto
Total Perolehan
Suara
PAN 5 ) 3 2 2
(Suara Partai +
Suara Calon)
PKB 30 30 15
Total Perolehan
Gerindra 131 131 67
Suara
Pallantikang | PDIP 4 _ 16 16 8
(Suara Partai +
Golkar 23 23 12
Suara Calon)
Nasdem 39 39 20
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Garuda 2 2 1
Berkarya 8 8 4
PKS i 2 1
Perindo 2 2 1
PPP 24 24 12
PSI 45 45 23
PAN 34 34 17
Hanura 2 2 1
Demokrat 16 16 8
o 10 3 0 2 2
12 4 1 0 0
PAN 5 0 1 1
7 0 1 1
13 Total Perolehan
Gerindra Suara 32 43 43
(Suara Partai +
Suara Calon)
T 13 3 17 0 0
7 0 17 17
PSI 15 1 0 12 12
(Bukti PK.27.3-84)
4.1.2.6 Bahwa pada TPS 4 Kelurahan Pallantikang, tedapat kesalahan
penulisan pada Salinan C1 Milik Panwaslu dan/atau saksi dan
C1 Hologram yang dibacakan PPK, sehingga Panwaslu
Kecamatan Bantaeng merekomendasikan secara lisan kepada
PPK Kecamatan Bantaeng untuk membuka Kotak Suara dan
dilakukan pencocokan pada C1 plano, dan dicatat dalam
formulir DAA1 berdasarkan C1 Plano. (Vide Bukti PK.27.3-84)
4127 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Rekapitulasi

Penghitungan Suara tingkat Kecamatan, bahwa Panwaslu
Kecamatan Bissappu telah melakukan pengawasan Rapat
Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

tingkat Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.Dalam rapat
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4.1.2.8

pleno terbuka tersebut ditemukan perbedaan antara Salinan C1
yang dimiliki oleh Saksi Perserta Pemilu dan/atau Panwaslu
Kecamatan Bissappu dengan C1 Berhologram yang dibacakan
oleh PPK dikarenakan kesalahan penulisan oleh KPPS pada
Salinan C1,

sehingga atas dasar koreksi saksi dan/atau

Panwaslu Kecamatan Bissappu, Panwaslu Kecamatan
Bissappu merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan
pencocokan dengan mengacu kepada C1 plano, dan dicatat
dalam formulir DAA1 berdasarkan C1 Plano. (Bukti PK.27.3-85)
Bahwa perbedaan yang diakibatkan kesalahan penulisan dan
telah dilakukan pencocokan dengan C1 Plano, pemilihan DPRD
Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 sebagaimana

berikut:

Suara partai/suara
calon/Suara Partai + | Pencocokan
Desal/ Suara Calon
Partai TPS i
Kelurahan Suara Suara Salinan C1 | C1 yang
C1 Plano/
Partai Calon Panwaslu/ | dibacakan |
' DAAT
Saksi PPK
Bonto PKB 1 6 1 0 0
Salluang PDI-P 1 6 0 1 1
12 3 1 41 41
13 3 0 3 3
13 4 1 19 19
Gerindra Total Perolehan
Bonto Rita
Suara
13 4 45 45
(Suara Partai + Suara
Calon)
PPP 12 6 6 1 1
Bonto 1 0 5 5
Golkar 5
Sunggu 2 0 1 1
1 6 0 0
Bonto Atul | Perindo 3
2 2 0 0
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14 0 0

5 1 0 0

4.1.2.9 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat
Kecamatan, Bahwa Panwaslu Kecamatan Eremerasa
Kabupaten Bantaeng, telah melakukan pengawasan Rapat
Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
tingkat Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng. Dalam
rapat pleno terbuka tersebut ditemukan perbedaan antara
Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi Perserta Pemilu dan/atau
Panwaslu Kecamatan Eremerasa dengan C1 Berhologram yang
dibacakan oleh PPK dikarenakan kesalahan penulisan oleh
KPPS pada Salinan C1, sehingga atas dasar koreksi saksi
dan/atau Panwaslu Kecamatan Eremerasa, Panwaslu
Kecamatan Eremerasa merekomendasikan secara lisan untuk
dilakukan pencocokan dengan mengacu kepada C1 plano, dan
dicatat dalam formulir DAA1 berdasarkan C1 Plano. (Bukti
PK.27.3-86)
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4.1.2.11Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat
Kecamatan, Bahwa Panwaslu Kecamatan Gantarangkeke
Kabupaten Bantaeng, telah melakukan pengawasan Rapat
Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
tingkat Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Dalam
rapat pleno terbuka tersebut tidak ada koreksi dari Panwaslu
Kecamatan Gantarangkeke dan Saksi Peserta Pemilu yang
hadir terkait perbedaan Salinan C1 milik Panwaslu Kecamatan
Gantarangkeke dan/atau Saksi untuk pemilihan DPRD Provinsi
untuk di Bajiminasa dan Kelurahan Gantarangkeke. (Bukti
PK.27.3-87)

4.1.2.12Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat
Kecamatan, Bahwa Panwaslu Kecamatan Pa’jukukang
Kabupaten Bantaeng, telah melakukan pengawasan Rapat
Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
tingkat Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng.Dalam
rapat pleno terbuka tersebut ditemukan perbedaan antara
Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi Perserta Pemilu dan/atau
Panwaslu Kecamatan Pa’jukukang dengan C1 Berhologram
yang dibacakan oleh PPK dikarenakan kesalahan penulisan
oleh KPPS pada Salinan C1, sehingga atas dasar koreksi saksi
dan/atau Panwaslu Kecamatan Pa’jukukang, Panwaslu
Kecamatan Pa’jukukang merekomendasikan secara lisan untuk
dilakukan pencocokan dengan mengacu kepada C1 plano, dan
dicatat dalam formulir DAA1 berdasarkan C1 Plano. (Bukti
PK.27.3-88)
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4.1.2.14Bahwa

Hasil

Penghitungan Suara tingkat Kecamatan, Bahwa Panwaslu

berdasarkan Pengawasan  Rekapitulasi
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, telah melakukan
pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tompobulu Kabupaten
Bantaeng. Dalam rapat pleno terbuka tersebut ditemukan
perbedaan antara Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi Perserta
Pemilu dan/atau Panwaslu Kecamatan Pa’jukukang dengan C1
Berhologram yang dibacakan oleh PPK dikarenakan kesalahan
penulisan oleh KPPS pada Salinan C1, sehingga atas dasar
koreksi saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan Tompobulu,
Panwaslu Kecamatan Tompobulu merekomendasikan secara
lisan untuk dilakukan pencocokan dengan mengacu kepada C1
plano, dan dicatai dalam formulir DAA1 berdasarkan C1 Plano.

(Bukti PK.27.3-89)

4.1.2.15Bahwa perbedaan yang diakibatkan kesalahan penulisan dan

telah dilakukan pencocokan dengan C1 Plano, pemilihan DPRD
Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 sebagaimana

berikut:

Suara partai/suara
calon/Suara Partai + | Pencocokan
Desa/ Suara Calon
Partai TPS :
Kelurahan Suara Suara Salinan C1 | C1 yang
C1 Plano/
Partai Calon Panwaslu/ dibacakan
DAA1
Saksi BPK
Suara
_ 2 0 0
Campaga Berkarya |6 Partai
2 .0 2 2
Total Perolehan
Lembang
Suara
Gantarangk | Berkarya | 12 ) 2 1 1
(Suara Partai +
eke
Suara Calon)
Ereng- Demokrat | 1 Suara 0 2 2
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Ereng Partai
1 2 1 1
2 1 0 0
Golkar 2 0 1 1
Gerindra 4 0 2 2
Total Perolehan
Suara
PDI-P _ 7 16 16
(Suara Partai +
Suara Calon)
Nasdem 5 7 17 17
1 1 0 0
Garuda
2 0 1 1
_ 1 0 1 1
erkarya
¥ 2 1 0 0
2 4 14 14
3 1 0 0
PAN
5 0 B 5
6 0 1 1
Total Perolehan
Suara
Golkar 28 29 29
(Suara Partai +
Suara Calon)
Total Perolehan
Suara
Labbo PPP . 10 9 9
(Suara Partai +
Suara Calon)
Total Perolehan
Suara
PBB 2 1 1
(Suara Partai +
Suara Calon)
Gerindra 1 4 14 14
Banyorand Total Perolehan
Nasdem 19 18 18

Suara
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(Suara Partai +

Suara Calon)

Suara
Gerindra 6 5 S
Partai
PAN 5 0 2
_ 3 1 0 0
Perindo
4 0 1 1
Total Perolehan
Pattanetean Suara
0 44 44
g (Suara Partai +
Suara Calon)
PDI-P Suara
) 0 1 1
Partai
1 8 8
2 34 34
3 0 1 1
Total Perolehan
Suara
0] 4 4
(Suara Partai +
Suara Calon)
Berkarya
Suara
0 1 1
Partai
1 0 2 2
6 0 1
Total Perolehan
Suara
PAN 11 12 12

(Suara Partai +

Suara Calon)

4 .1.2.16Bahwa

tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan saksi Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak melangajukan/mengisi

formulir keberatan pada rekapitulasi Tingkat Kecamatan. (Vide

Bukti PK.27.3-84 s.d Bukti PK. 27.3-89))
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4.1.2.17Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng beserta jajaran tidak
menerima laporan awal dugaan pelanggaran, laporan dan/atau
temuan dugaan pelanggaran penggelembungan suara
perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan/atau
pengurangan terhadap perolehan suara Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P). (Bukti PK.27.3-90)

4.1.3 Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan
Selayar
4.1.3.1Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar beserta jajaran
telah melaksanakan pengawasan mulai dari Pemungutan dan
Penghitungan Surat Suara di TPS sampai dengan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan
Selayar. Adapun hasil pengawasan yang telah dilakukan,
Pengawas Pemilu telah menerima Sertifikat Hasil Penghitungan
Suara (salinan C1) di semua TPS se- Kabupaten Kepulauan
Selayar. Adapun hasil perolehan suara khususnya hasil
penghitungan suara Partai dan Calon Anggota DPRD Provinsi
Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 4 pada Partai Amanat
Nasional dan PDI Perjuangan tiap tingkatan sebagai berikut
» Hasil pengawasan perolehan suara PAN (Partai Amanat

Nasional) berdasarkan dalil pemohon sebagai berikut:

Perolehan Suara PAN

C1
Perbai
C1 kan
an Hasil
Kelurahan / s
No | Kecamatan diterima | Rekapi
Desa DAA1 | DA1
Penga | tulasi
was Tingka
TPS t
Kecam
atan
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Benteng 84 83 83 83
1 Benteng Benteng
64 64 64 64
Selatan
2 Bontoharu Bontotangnga 22 22 22 22
Buki Buki 39 39 39 39
4 Pasilambena | Pulo Madu 131 131 131 131
Pasimasungg
5 Kembang Ragi | 32 32 32 32
u

4.1.3.2Bahwa berdasarkan atas hasil pengawasan Panwaslu
Kecamatan, ditemukan adanya ketidaksesuaian/kesalahan
pencatatan oleh KKPS pada Salinan C1. Berdasarkan pada
Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu
Tingkat Kecamatan,. Adapun hasil pengawasan Pengawas
Pemilu sesuai Pokok Permohanan Pemohon terjadinya
penggelembungan suara PAN (DPRD Provinsi Dapil 4) di
Kelurahan Benteng dan Benteng Salatan Kecamatan Benteng,
Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu, Desa Buki
Kecamatan Buki, Desa Pulo Madu Kecamatan Pasilambena,
dan Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu.

4.1.3.3Bahwa Panwaslu Kecamatan Benteng telah melaksanakan
Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan
umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan khususnya saat
Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Benteng. Hasil
pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kelurahan Benteng
tidak ditemukan dugaan pelanggaran (temuan).(Bukti
PK.27.1.91)

4.1.3.4Bahwa hasil pengawasan Panwalsu terjadi
perbaikan/perubahan salinan C1-DPRD Provinsi pada Lembar 2
Hal 3 (Perolehan Suara) Partai Amanat Nasional di TPS 28
Kelurahan Benteng, dimana jumlah Suara Calon dan Suara
Partai tertulis 2 (dua) menjadi 1 (satu). Perbaikan terjadi pada

suara Partai yang semula tertulis 1 (satu) menjadi 0 (nol).
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Dilakukan perbaikan dikarenakan Salinan C1 yang diterima
Pengawas Pemilu, Saksi Partai Politik, dan C1 Hologram yang
dibacakan PPS terjadi penulisan dan penjumlahan tidak sesuai,
dimana Perolehan Suara Calon dimasukkukan ke kolom
perolehan suara partai lalu ditambahakan dengan perolehan
suara partai sehingga jumlah perolehan suara partai dan calon
melebihi dari pengguna hak pilih. Untuk memastikan kebenaran
tersebut dilakukan pembuakaan kotak untuk melihat C1 Plano.
Setelah C1 Plano dilihat hasilnya sama yang tertulis pada C1
Plano sama dengan Salinan C1 yang diterima maupun C1
Hologram. Berdasarkan kesepakatan bersama Saksi Partai
Politik, Pengawas Pemilu, dan PPK dilakukan perbaikan pada
C1 Plano dan Salinan C1. Perbaikan telah dibubuhi paraf oleh
PPK dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran (temuan/laporan)
(Bukti PK.27.1.92)

4.1.3.5Bahwa hasil pengawasan Rekapitulasi yang telah dilaksanakan
oleh Panwaslu Kecamatan Benteng, selain TPS 28 Kelurahan
Benteng tidak terjadi perbaikan/perubahan Salinan C1-DPRD
Provinsi di Kelurahan Benteng. (Vide Bukti PK.27.1.92)

4.1.3.6Bahwa hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Benteng saat
Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan umum DPRD Provinsi
Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Benteng Selatan, tidak ada
keberatan dari saksi partai polittk dan tidak terjadi
perbaikan/perubahan pada Salinan C1-DPRD Provinsi yang
diterima Pengawas Pemilu khususnya Perolehan Suara Partai
dan Calon PAN (Vide Bukti PK.27.1.93).

4.1.3.7Bahwa Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat
Kecamatan Benteng telah tertuang kedalam Model DAA1-DPRD
PROVINSI dari setiap TPS di Kelurahan Benteng Kecamatan
Benteng, DAA1-DPRD PROVINSI dari setiap TPS di Kelurahan
Benteng Selatan Kecamatan Benteng, serta Model DA1-DPRD
PROVINSI| dari setiap Desa/Kelurahan Kecamatan Benteng
(Vide Bukti PK.27.1.93).

4.1.3.8Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontoharu telah melaksanakan
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Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan yang telah tertuang
dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan) dan pada
pokokonya tidak ditemukan dugaan pelanggaran
(temuan/laporan) (Bukti PK.27.1.9)

4.1.3.9Bahwa dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ada

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

keberatan dari saksi partai politik maupun perubahan/perbaikan
pada Salinan C1-DPRD Provinsi khususnya Perolehan Suara
Calon dan Partai Amanat Nasional di Desa Bontotangnga (Bukti
PK.27.1.10)

Bahwa berdasrkan Hasil Rekapitulasi telah tertuang dalam
Model DAA1-DPRD PROVINSI dari setiap TPS di Desa
Bontotangnga Kecamatan Bontoharudan Model DA1-DPRD
PROVINSI dari setiap yangDesa/Kelurahan Kecamatan
Bontoharu(Bukti PK.27.1.11)(Bukti PK.27.1.12)

Bahwa Panwaslu Kecamatan Buki telah melaksanakan
Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan khususnya
rekapitulasi Perolehan Suara di Desa Buki yang telah tertuang
dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan). Dari hasil
Pengawasan yang telah dilakukan tidak ada keberatan dari saksi
partai polittk maupun perubahan/perbaikan pada Salinan C1-
DPRD Provinsi khususnya Perolehan Suara Calon dan Partai
Amanat Nasional di Desa Buki (Bukti PK.27.1.13) (Bukti
PK.27.1.14).

Bahwa dari hasil rekapitulasi telah tertuang dalam Model DAA1-
DPRD PROVINSI dari setiap TPS di Desa Buki Kecamatan Buki
dan Model DA1-DPRD PROVINSI dari setiap Desa/Kelurahan
Kecamatan Bukti(Bukti PK.27.1.15)(Bukti PK.27.1.16).

Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasilambena telah melaksanakan
Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan
umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan khususnya
Rekapitulasi Perolehan Suara di Desa Pulo Madu yang telah
tertuang dalam Form A ( (Bukti PK.27.1.17).
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4.1.3.14 Bahwa dari hasil pengawasan yang telah dilakukan tidak ada
keberatan dari saksi partai politik maupun perubahan/perbaikan
pada Salinan C1-DPRD Provinsi Perolehan Suara Calon dan
Partai Amanat Nasional (Lembar 2 Hal. 3) di Desa Pulo Madu
(Bukti PK.27.1.18)

4.1.3.15 Bahwa Hasil Rekapitulasi telah tertuang dalam Model DAA1-
DPRD PROVINSI dari setiap TPS di Desa Pulo Madu
Kecamatan Pasilambenadan Model DA1-DPRD PROVINSI dari
setiap Desa/Kelurahan Kecamatan Pasilambena (Bukti
PK.27.1.19) (Bukti PK.27.1.20)

4.1.3.16 Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasimasunggu telah
melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara
Pemilihan umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan khususnya
Perolehan Suara di Desa Kembang Ragi yang telah tertuang
dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan) (Bukti PK.27.1.21).
Dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ada keberatan
dari saksi partai politk maupun perubahan/perbaikan pada
Salinan C1-DPRD Provinsi Perolehan Suara Calon dan Partai
Amanat Nasional (Lembar 2 Hal. 3) di Desa Kembang Ragi
(Bukti PK.27.1.22), dimana Hasil Rekapitulasi telah tertuang
dalam Model DAA1-DPRD PROVINSI dari setiap TPS di Desa
Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu (Bukti PK.27.1.23)
dan Model DA1-DPRD PROVINSI dari setiap Desa/Kelurahan
Kecamatan Pasimasunggu (Bukti PK.27.1.24).

4.1.3.17 Bahwa hasil Pengawasan Perolehan Suara PDI Perjuangan

berdasarkan dalil pemohon sebagai berikut:

No | Kecamatan | Kelurahan | Perolehan Suara

/ Desa C1yang | C1 DAA1 | DA1
diterima | Perbaikan
Pengaw | Hasil

as TPS | Rekapitulasi
Tingkat

Kecamatan
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1 Benteng Benteng 219 203 203 203
Benteng 95 95 95 95
Utara

2 Bontosikuyu | Appatanah | 11 11 11 11
Harapan 20 19 19 19

4.1.3.18 Bahwa berdasarkan poin di atas hasil pengawasan Panwaslu

Kecamatan ditemukan adanya ketidaksesuaian/kesalahan

pencatatan oleh KKPS pada Salinan C1. Berdasarkan adanya

ketidaksesuaian tersebut pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilu Tingkat Kecamatan, Panwaslu

Kecamatan serta Saksi Partai Politik yang hadir menyampaiakan

saran perbaikan terkait kesalahan pencatatan tersebut. Adapun

hasil pengawasan Pengawas Pemilu sesuai Pokok Permohanan

Pemohon terjadinya pengurangan suara PDI Perjuangan (DPRD

Provinsi Dapil 4) di Kelurahan Benteng dan Kelurahan Benteng

Utara Kecamatan Benteng serta Desa Appatanah dan Desa

Harapan Kecamatan Bontosikuyu sebagai berikut:

» Bahwa Panwaslu Kecamatan Benteng telah melaksanakan
Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan
umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan. Dari hasil
Pengawasan yang telah dilakukan, terdapat
perbaikan/perubahan pada Salinan C1-DPRD Provinsi yang
diterima Pengawas Pemilu khususnya Perolehan Suara
(Lembar 2 Hal. 1) PDI Perjuangan di Kelurahan Benteng
Kecamatan Benteng diantaranya:

a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Benteng telah melakukan
pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara
Kelurahan Benteng. Terjadi perbaikan salinan C1-DPRD
Provinsi pada Perolehan Suara (Lembar 2 Hal 1) PDI
Perjuangan di TPS 16 Kelurahan Benteng, dimana jumlah
Suara Calon dan Suara PDI Perjuangan tertulis 4 (empat)

dilakukan perbaikan menjadi 2 (dua). Perbaikan terjadi
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pada Calon No. 7 semula tertulis 2 (dua) menjadi O (nol).
Perbaikan dikarenakan jumlah pengguna hak pilih tidak
sesuai dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah
sehingga dilakukan pembukaan kotak dan melihat C1
Plano. Setelah C1 Plano dilihat perbaikan pada Salinan
C1-DPRD Provinsi terjadi pada Perolehan Suara PDI
Perjuangan (lembar 2 Hal. 1). Perbaikan telah disepakati
dan disaksikan oleh Saksi Partai Politik dan telah
dibubuhi paraf oleh PPS(PK.27.1-25) (Bukti PK.27.1.26).

b. Terjadi perbaikan salinan C1-DPRD Provinsi pada
Perolehan Suara (Lembar 2 Hal 1) PDI Perjuangan di
TPS 27 Kelurahan Benteng, dimana jumlah Perolehan
Suara Calon dan Suara Partai PDI Perjuangan tertulis 15
(lima belas) dilakukan perbaikan menjadi 13 (tiga belas).
Dilakukan perbaikan karena salah  penjumlahan
perolehan suara partai dan suara calon. Perbaikan telah
disepakati dan disaksikan oleh Saksi Partai Politik dan
telah dibubuhi paraf oleh PPS (Bukti PK.27.1.27).

c. Terjadi perbaikan/perubahan Salinan C1-DPRD Provinsi
di TPS 28 Kelurahan Benteng. Jumlah Perolehan Suara
(Lembar 2 Hal 1) Calon dan Suara PDI Perjuangan
berjumlah 25 (dua puluh lima) menjadi 13 (tiga belas).
Atas hal ini, dilakukan perbaikan dikarenakan semua
perolehan suara calon ditambahkan lalu dimasukkan
kedalam jumlah suara partai sehingga jumlah suara calon
dan suara partai menjadi 2 kali lipat perolehan suaranya.
Perbaikan telah dilakukan dengan disepakati oleh saksi
partai politk dan telah dibubuhi paraf oleh PPS.
Berdasarkan hasil pengawasan, tidak ditemukan dugaan
dugaan pelanggaran (temuan) atau laporan (Bukti
PK.27.1.28)

4.1.3.19 Bahwa di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng hanya terjadi
perbaikan pada Salinan C1-DPRD Provinsi khususnya
perolehan suara (Lembar 2 Hal 1) PDI Perjuangan di TPS 16,

86



4.1.3.20

4.1.3.21

4.1.3.22

4.1.3.23

27, dan 28. Selain dari TPS tersebut tidak terjadi
perbaikan/perubahan (Bukti PK.27.1.29).

Bahwa Hasil Pengawasan Panwaslu kecamatan Benteng saat
Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kelurahan
Benteng Utara (Bukti PK.27.1.30). Saat Rekapitulasi
dilaksanakan tidak terjadi perbaikan/perubahan pada Salinan
C1-DPRD Provinsi khususnya pada perolehan Suara (Lembar 2
Hal 1) PDI Perjuangan. (Bukti PK.27.1.31).

Bahwa hasil pengawasan yang telah dilakukan Panwaslu
Kecamatan Benteng, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara
khususnya DPRD Provinsi Kelurahan Benteng Kecamatan
Benteng telah tertuang dalam Model DAA1-DPRD PROVINSI
(Bukti PK.27.1.32), dan Kelurahan Benteng Utara Kecamatan
Benteng tertuang dalam Model DAA1-DPRD PROVINSI (Bukti
PK.27.1.33) serta Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan
Suara Tingkat Kecamatan Benteng tertuang dalam Model DA1-
DPRD Provinsi (Bukti PK.27.1.34).

Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu telah melaksanakan
Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan
umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan khususnya
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa
Appatanah (Bukti PK.27.1.35). Dari hasil Pengawasan tidak ada
keberatan dari Saksi Partai Politik maupun perubahan/perbaikan
yang terjadi pada Salinan C1-DPRD Provinsi Perolehan Suara
PDI Perjuangan (Lembar 2 Hal. 1) di Desa Appatanah (Bukti
PK.27.1.36). Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Desa
Appatanah telah tertuang kedalam Model DAA1-Provinsi (Bukti
PK.27.1.37).

Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontosikuyu telah melaksanakan
Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan
umum DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan khususnya
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa
Harapan (Bukti PK.27.1.38). Hasil pengawasan yang telah

dilakukan, terjadi perbaikan/perubahan Salinan C1 pada saat
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4.1.3.24

4.1.3.25

Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di TPS 1 Desa Harapan yang
semula jumlah perolehan Suara Calon dan Suara PDI
Perjuangan berjumlah 6 (enam) dilakukan perbaikan menjadi 5
(lima). Dilakukan perbaikan dikarenakan hasil perolehan suara
partai dan calon ditambah suara tidak sah tidak sesuai dengan
pengguna hak pilih sehingga dilakukan pembukaan Kotak untuk
melihat C1 Plano. Dari hasil Hasil pembukaan C1 Plano ternyata
yang tertulis sama dengan Salinan C1. Atas kejadian tersebut
Panwaslu Kecamatan dan Saksi Partai Politik yang hadir
sepakat untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang. Dari
hasil penghitungan surat suara ulang perolehan suara calon dan
Partai PDI Perjuangan berjumlah 5 (lima) dimana perolehan
suara partai pada Salinan C1 semula 2 (dua) dilakukan
perbaikan menjadi 1 (satu) Perbaikan tersebut telah disetujui
dan disepakati seluruh Saksi Partai Politik yang hadir. Hasil
Rekapitulasi Perolehan Suara Desa Harapan telah tertuang
kedalam Model DAA1-DPRD Provinsi (Bukti PK.27.1.39).
(Bukti PK.27.1.40).

Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan
Bontosikuyu telah tertuang dalam Model DA1-DPRD PROVINSI
(Bukti PK.27.1.41).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah
melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Pemilihan Umum DPRD Provinsi Tingkat
Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 30 April 2019
bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar Hasil
pengawasan yang telah dilakukan tidak ada keberatan yang
diajukan oleh Saksi Partai Politik melainkan saran perbaikan
oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar. Saran perbaikan
tersebut pada Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di
Kecamatan Benteng, Pasilambena, Pasimasunggu Timur,
Bontosikuyu, Pasimasunggu, Buki, Bontomanai, Taka Bonerate.
Hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar telah tertuang
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kedalam Model DB1-DPRD PROVINSI. (Bukti PK.27.1.42).
(Bukti PK.27.1.43).

4.2 Keterangan Tertulis Terkait Perbedaan Selisih Perolehan Suara Partai
Demokrasi Perjuangan Untuk Pengisian Keanggotan Untuk DPRD
Kabupaten Toraja Utara Dapil lli

4.2.1Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja

Utara

terhadap proses

Rekapitulasi

perolehan

suara Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat kabupaten

Toraja Utara;

Perolehan suara
Perolehan | Perolehan
menurut hasil
No. Urut | Partai suara suara
) - Pengawasan
Partai Politik menurut Menurut
Bawaslu Toraja
Pemohon | Termohon
Utara
2 Gerindra 2558 2558 2558
3 PDIP 2557 2557 2557
13 Hanura 2527 2579 2579

(Bubukti PK-27.21-04)

4.2.2Tindak lanjut Temuan/Lapora Bahwa berdasarkan hasil pengawasan
Bawaslu Kabupaten Toraja Utara tidak pernah menemukan dan/atau
menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran Administratif Pemilu
terkait Selisih perolehan suara Partai Hanura, Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan, dan Partai Gerindra di Dapil Toraja Utara 3
(tiga).

4.2 3Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara
Mengenai Penambahan/Penggelembungan suara yang dilakukan

dengan cara mencoblos menggunakan hak pilih Pemilih yang telah

meninggal dunia dan Pemilih yang tidak berada ditempat pemungutan

suara (Merantau) di TPS 09 Tondon Siba'ta
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4.2 4Bahwa Bawaslu Kabupaten Toraja Utara telah melakukan kegiatan

pencegahan/Pengawasan terhadap Proses

Pemutakhiran Data

Pemilih, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja

Utara yang dituangkan dalam Form A pada kegiatan Rekapitulasi dan

Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 pada tanggal
16 Juni 2018, yang diadakan di Toraja Heritage Hotel olen KPU

Kabupaten Toraja Utara, telah ditetapkan Hasil Rekapitulasi Daftar

Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2019 dengan jumlah sebagai

berikut;
e Jumlah DPS
- Kecamatan e i i :

‘ :Lak"i-vLa‘ki | Perempuan | JUMLAH
Awan Rantekarua T 1.781 1586 3.367
Balusu 2.783 2.768 5.551
Bangkelekila’ 1.948 1.975 3.923
Baruppu’ 2.280 2.180 4.460
Buntao’ 3010 3.369 | 6.888
Buntu Pepasan 4.053 4.063 8.116
Dende’ Piongan Napo 2.927 2.730 5.657
Kapala Pitu 2.074 1.950 4.024
Kesu’ 5.745 5.635 11.380
Nanggala 3.901 3701 7.602
Rantebua 3.314 3.118 6.432
Rantepao 7803 8.055 15.958
Rindingallo 2.798 2519 5307
Sa’'dan 5.615 5.500 11116
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Sanggalangi 4.591 4.555 9.146
Sesean 3.707 3.854 7.561
Sesean Suloara’ 2.223 2.003 9.226
Sopai 4.970 4.701 ‘ 9.671
Tallunglipu 5.089 5. 143 10.232
Tikala 3.912 3681, 759
Tondon 4.335 4.279 8.614

i TO':I'AL; i 79.471 7:"7.365 156.836

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut diatas yang
dituangkan dalam Formulir Model — A.(Bukti PK-27.21-(05-06))

4.2 5Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja

Utara pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar
Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu 2019, tanggal 22
Juli 2018 di Toraja Heritage Hotel, yang dihadiri oleh Panwaslu

Kabupaten Toraja Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(diwakili sekretaris), PPK Se-Kabupaten Toraja Utara, LO 12 Partai
Politik dan Media/Pers, ditetapkan DPSHP sebagai berikut;

Jumlah DPSHP
Kecamatan
Laki-Laki Perempuan | JUMLAH
Awan Rantekarua 1.800 1.613 3.413
Balusu 2.785 2.784 5.569
Bangkelekila’ 1.935 1.997 3.932
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Baruppu’ 2.299 2.201 4.500
Buntao’ 3.498 3.363 6.861
Buntu Pepasan 3973 4.010 7.983
Dende’ Piongan Napo 2.992 2795 5.787
Kapala Pitu 2.067 1.945 | 4.012
Kesu’ S.491 5.663 11.454
Nanggala 3.911 3.706 F O
Rantebua 3272 3.068 6.340
Rantepao 8.053 8.196 16.249
Rindingallo 2.825 2.536 5.361
Sa’'dan 5,635 5.548 11.183
Sanggalangi 4.604 4.567 9.171
Sesean 3.742 3.891 7.633
Sesean Suloara’ 2.222 2.001 4.223
Sopai 5.023 4.758 9.781
Tallunglipu 5.190 5,251 10.441
Tikala 3.937 3.702 7.639
Tondon 4.367 4.316 8.683

TOTAL 79.921 47.91181157.832

Bahwa hasil pengawasan

langsung tersebut diatas yang

dituangkan dalam Formulir Model-A.(Bukti PK-27.21-(07-08)




4.2.6Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja
Utara pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih
Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan DPT
Pemilu 2019, tanggal 21 Agustus 2018 di Toraja Heritage Hotel yang
dihadiri oleh Bupati Toraja Utara, Bawaslu Kab. Toraja Utara, Kadis
Disdukcapil, Wakapolres Tana Toraja, Perwakilan Kesbangpol, Partai
Politik, Pers, PPK Se-Kab. Toraja Utara serta Panwascam Se-Kab.
Toraja Utara (1 orang perwakilan), DPT yang ditetapkan sebagai

berikut;
_ Jumlah DPT

Kecamatan iy 5 :

; i Lg_ki-!%aki : ‘Peremp,uan JUMLAH
Awan Raﬁtekaruz;q 1‘.690 1.543 3.233
Balusu 2.576 2.633 5.209
Bangkelekila’ 1.859 1.951 3.810
Baruppy’ 2.001 1927 |  3.928
Buntao’ 3.317 3.259 | 6.576
Buntu Pepasan 3.387 3.599 6.986
Dende’ Piongan Napo 2.750 20617 5.367
Kapala Pitu 2S5 1.894 3.909
Kesu’ 5.674 5.587 11.261
Nanggala 3.789 3.622 7.411
Rantebua 3.166 2.978 6.134
Rantepao 7.878 8.100 15.978
Rindingallo 2.761 2.496 8.257
Sa’dan 5.589 5.494 11.053J
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Sanggalangi 4.499 4.486 8.985
Sesean 3.591 3.798 7.389
Sesean Suloara’ 2.130 1.8933 4.063
Sopai 4.814 4.610 9.424
Tallunglipu 5.135 5.237 10.372
Tikala 3.707 3.554 7.261
Tondon 4.350 4.313 8.663

TOTAL | 76.638 75.631 152.269

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut diatas yang

dituangkan dalam Formulir Model-A.(Bukti PK-27.21-(09-10)

4.2.7Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja

Utara pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan
(DPTHP), tanggal 12 September 2018 di Kantor KPU Kabupaten
Toraja Utara, DPTHP yang ditetapkan sebagai berikut;

Jumlah DPTHP

Kecamatan

Laki-Laki Perempuan | JUMLAH
Awan Rantekarua 1.689 1.541 | 3.230
Balusu 2515 2.632 3.207
Bangkelekila’ 1.856 1.938 3.794
Baruppu’ 1.999 1.926 3.925
Buntao’ 3.308 3.255 6.563
Buntu Pepasan 3.381 3.597 6.978
Dende’ Piongan Napo 2.729 2.601 5.330
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Kapala Pitu 2.015 1.894 3.909
Kesu’ 5.662 5.581 11.243
Nanggala 3.778 3.618 7.396
Rantebua 3192 2.976 6.128
Rantepao 7875 8.096 15.971
Rindingallo 2.757 2.495 5.252
Sa'dan 5.552 5.478 11.030
Sanggalangi 4.491 4.482 8473
Sesean 3.591 3.797 7.388
Sesean Suloara’ 2.122 1.928 4.050
Sopai 4.804 4.608 9.412
Tallunglipu 5.132 5.236 10.368
Tikala 3.701 3.550 7.251
Tondon 4.347 4.312 8.659

TOTAL o 76.516 i/5.5418#152.057

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut diatas yang dituangkan
dalam Formulir Model-A tidak ditemukan adanya dugaan
pelanggaran pemilu sehingga Bawaslu Kabupaten Toraja Utara tidak
mengeluarkan rekomendasi.
(Bukti PK-27.21-(11-12
4.2.8Pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada penetapan
DPTHP tahap Il tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 8
Desember 2018 di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, DPTHP Il yang

ditetapkan adalah sebagai berikut:
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L JumlahPPTHP I ! i

Laleakl = Eeémpuan, "JUMLAH
Awan Rentokara | 1.775 —Te01| 3376
Balusu 2051 2.703 5.354
Bangkelekila’ 1.949 2.002 31951
Baruppu’ 2.056 1.973 4.029
Buntao’ 3.382 3.297 6.679
Buntu Pepasan 3.557 3.786 7.343
Dende’ Piongan Napo 2.783 2.641 5.424
Kapala Pitu 2.059 1.943 4.002
Kesu’ 5.757 5.690 11.447
Nanggala 3825 3.695 7.520
Rantebua 3.254 3.036 6.290
Rantepao 8.231 8.471 16.702
Rindingallo 2.796 2.544 5.340
Sa’'dan 5.580 5.514 11.094
Sanggalangi 4.639 4.635 9.274
Sesean 3.637 3.864 7.501
Sesean Suloara’ 2.206 2.008 4213
Sopai 4.982 4.755 91737
Tallunglipu 5.693 5.664 11.257
Tikala 3.783 3.616 7.399
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Tondon 4.310 4.272 8.582

S ETOTAL Tk e B0 e <0 a0 [ 5a85 1A

Bahwa haéil pengawasan Iangsunkg tersebut diatés yang ditua’ngkan

dalam Formulir Model-A.Bukti PK-27.21-(13-14)

4.2 9Pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara padapenetapan DPTb
tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2019 di

Kantor KPU Kabupaten Toraja Utara, DPTb yang ditetapkan adalah

sebagai berikut:

S LR Jumlah DPTb.
) Kecamatan | = Lo
; 14 Laki-Laki ,Perempua)n JUMLAH

Awan Rantekarua 3 5 3
Balusu

Bangkelekila’

Baruppu’ 3 b 10
Buntao’

Buntu Pepasan b 7 12

Dende’ Piongan Napo

Kapala Pitu

Kesu’ 7 4 11
Nanggala 2 o 9
Rantebua 2 1 3
Rantepao 15 31 46
Rindingallo . 2 4
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Sa'dan
Sanggalangi 2 1 3
Sesean 2 2
Sesean Suloara’ 1 1 2
Sopai
Tallunglipu 6 1 7
Tikala 2 2
Tondon

TOTAL .00 : 65 11?

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut diatas yang dituéngkan
dalam Formulir Model-A.(Bukti PK-27.21-(15-16)

4.2.10Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja
Utara pada penetapan DPTb tahap Il tingkat Kabupaten yang
dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2019 di Kantor KPU Kabupaten
Toraja Utara, DPTb tahap Il yang ditetapkan adalah sebagai berikut;

Jumlah DPTb Tahap I
Kecamatan : ;
Laki-Laki Perempuan | JUMLAH
Awan Rantekarua 5 12 17
Balusu 2 2
Bangkelekila’ 5 9 14
Baruppu’ 9 18 22
Buntao’ 6 6 12
Buntu Pepasan T2 15 87
Dende’ Piongan Napo 3 4 1
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Kapala Pitu
Kesu’ 65 68 133
Nanggala 10 F§ 17
Rantebua 7 4 11
Rantepao 135 102 237
Rindingallo 36 23 59
Sa'dan 1 1 2
Sanggalangi 28 S 61
Sesean 11 8 19
Sesean Suloara’ 3 2 5
Sopai 19 18 32
Tallunglipu 40 29 69
Tikala 9 4 13
Tondon 1 1 2
TOTALL 467 354 821

dalam Formulir Model-A.(Bukti PK-27.21-(17-18)

4.2.11Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toraja
Utara pada penetapan DPTHP tahap I tingkat Kabupaten yang
dilaksanakan pada tanggal 2 April 2019 di Kantor KPU Kabupaten
Toraja Utara, DPTHP tahap llI yang ditetapkan adalah sebagai

berikut;

Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut diatas yang dituangkan

Kecamatan

Jumlah DPTHP Il

Laki-Laki

Perempuan

|
JUMLAH
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Awan Rantekarua 1.776 1.601 3.376
Balusu 2.651 2.703 5.354
Bangkelekila’ 1.949 2.002 3.991
Baruppu’ 2.056 1.973 4.029
Buntao’ 3.382 3297 6.679
Buntu Pepasan 3.557 3.786 7.343
Dende’ Piongan Napo 2.783 2.641 5.424
Kapala Pitu 2.059 1.943 4.002
Kesu’ 5.757 5.690 11.447
Nanggala 3.825 3.695 7.520
Rantebua 3.254 3.036 6.290
Rantepao 8.231 8.471 16.702
Rindingallo 2.796 2.544 5.340
Sa'dan 5.680 5.514 11.094
Sanggalangi 4.639 4.635 9.274
Sesean 3637 3.864 7.501
Sesean Suloara’ 2.205 2.008 4213
Sopai 4.982 4.755 9.737
Tallunglipu B.asld 5.664 11.807
Tikala 3.738 3.616 7.399
Tondon 4.310 4.272 8.582
TOTAL 78.804 (<10 156.514
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Bahwa hasil pengawasan langsung tersebut diatas yang dituangkan
dalam Formulir Model-A.(Bukti PK-27.21-(19-20)

4.2.12Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, jumlah Pemilih terdaftar
dalam DPT TPS 09 Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon berdasarkan
hasil pemutakhiran data oleh KPU Kabupaten Toraja Utara berjumlah
255 (dua ratus lima puluh lima) Pemilih;(Bukti PK-27.21-21)

4.2.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada PTPS TPS 09 Tondon
Siba’ta, pada proses pemungutan suara di TPS 09 Tondon Siba’ta
bahwa jumlah pemilih DPT yang hadir pada hari pencoblosan adalah
berjumlah 251 (dua ratus lima puluh satu) Pemilih;(Bukti PK-27.21-
22)

4.2.14 Bahwa jumlah pemilih terdaftar DPT yang telah meninggal dunia dan
namanya telah dicoret berjumlah 3 (Tiga) pada tahap pemungutan

suara dalam daftar yaitu:

Nomor Urut dalam Jenis
o Nama Pemilih
DPT Kelamin
01 Banne 96 P
02 Kalo 120 L
03 Telsa Bira 123 P

(Bukti PK-27.21-23)

4.2 15Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jumlah pemilih yang telah
meninggal dunia tersebut, maka surat panggilan memilih (form model
C6.KPU) yang bersangkutan tidak disalurkan dan dikembalikan ke
PPS Lembang (desa) Tondon Siba’ta;(Bukti PK-27.21-24)

4.2.16 Bahwa terkait dengan pemilih yang Merantau, sepanjang yang
bersangkutan belum/tidak pindah domisili ke daerah lain maka yang
bersangkutan tidak dapat dikategorikan sebagai Pemilih Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak dapat dicoret dari Daftar
Pemilih;(Bukti PK-27.21-25)

4.2.17 Keterangan mengenai Penyampaian laporan oleh DPC Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Toraja Utara kepada
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Bawaslu Toraja Utara dan Permintaan Rekomendasi Pemungutan

Suara Ulang di TPS 09 Tondon Siba'ta;

9.Bahwa Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menerima surat laporan
dari DPC PDIP Toraja Utara Nomor: 113/EX/DPC-TU/N/2019
Tanggal 6 Mei 2019. Bahwa surat DPC PDIP Toraja Utara Nomor:
113/EX/DPC-TU/N//2019 Tanggal 6 Mei 2019 perihal laporan
tersebut diatas tidak dapat diterima dengan alasan tidak memenuhi
syarat laporan sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu 7 Tahun
2018 tentang penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
Pemilihan Umum

10. Bahwa DPC PDIP Kabupaten Toraja Utara tidak bersedia
mengisi Formulir Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud
dalam Perbawaslu 7 Tahun 2018, sehingga Bawaslu Kabupaten
Toraja Utara menetapkan surat tersebut sebagai informasi dugaan
pelanggaran yang kemudian ditetapkan sebagai Temuan Dugaan
Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 13 Mei 2019 dan
diregister  dengan nomor: 0008/TM/PL/Kab./27.21/V/2019;
(BuktiPK-27.21-27-28)

4.2.18Bahwa terkait dengan permintaan rekomendasi Pemungutan Suara
Ulang yang diajukan oleh DPC PDIP Toraja Utara, Bawaslu
Kabupaten Toraja Utara menjawab surat tersebut dengan surat
nomor 0071/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/V/2019 tanggal 15 Mei
2019;(Bukti PK-27.21-29)

4.2 19Bahwa Bawaslu Kabupaten Toraja Utara telah menangani Dugaan
Pelanggaran Pidana Pemilu dengan nomor register
0008/SG/TM/PL/Kab./27.21/V/2019 pada tanggal 13 Mei 2019,
Bahwa Materi temuan oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara terkait
dengan Pasal 516 UU Pemilu terkait tentang Pemilih memberikan
suara lebih dari 1(x) dan Pasal 263 UU Pemilu terkait tentang dugaan
penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPPS TPS 9 Tondon
Siba’ta, Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi dan bukti, Bawaslu
Kabupaten Toraja Utara melakukan kajian dengan hasil sebagai

berikut:
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a. Bahwa jumlah Pemilh dalam DPT TPS 09 Tondon Siba'ta
berjumlah 155 Pemilih;

b. Bahwa berdasarkan Klarifikasi terhadap Saksi-saksi, Jumlah
pemilih DPT yang hadir menggunakan hak pilihnya berjumlah 251
(dua ratus lima puluh satu) Pemilih DPT dan jumlah pemilih DPK
berjumlah 4 (empat) Orang

c. Bahwa Pemilih yang telah meninggal dunia namanya telah dicoret
dalam DPT TPS 09 Tondon Siba'ta;(Bukti PK 27.21.... s/d Bukti
PK 27.21.....))

4.2.20 Bahwa terkait Pemilih yang tidak berada ditempat (Merantau) pada
hari Pemungutan Suara, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara telah
menerbitkan surat undangan Klarifikasi terhadap keluarga dari Nama-
nama yang diduga tidak berada ditempat (Merantau) atas namaMilka
Yanti Karirik, Lapi, Rispa, Ronal, Aldison Mesak(Bukti PK-27.21-38<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>